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ABSTRAKSI

Presiden perempuan sampai saat ini masih juga menjadi  polemik
dikalangan para ulama' islam. Ini bermula sejak hadirnya teks-teks Al-Qur'an
maupun  As-Sunnah vang seakan-akan memberikan pemahaman bahwa
perempuan tidak boleh menduduki jabatan pemimpin pada sektor publik. Masing-
masing ulama' mempunyai argument tertentu dalam memperbolehkan dan
melarang perempuan menjadi president baik vang berupa argument naqli maupun
agli.

Pada konteks perpolitikkan Indonesia, masih juga dipengaruhi oleh

polemik tersebut. Bahkan dalam pandangan partai-partai yang menjadi kontestan
pemiiu juga tidak luput akan polemik pro dan kontra perihal persoalan presiden
perempuan. Salah satu dari partai vang ada di Indonesia adalah Partai kebangkitan
Bangsa. Yang menarik di partai ini adalah sistem dan mekanisme yang dijadikan
pijakan oleh PKB, karena didalamnyva (tokoh-tokoh PKB) tidak luput dari pro dan
kontra pula. Akan tetapi PKB sebagai sebuah lembaga formal adalah mengambil
setiap kebijakan haruslah dilandasi oleh konstitusi partai PKB itu sendiri.
Sehingga dasar konstitusi ini adalah sebagai landasan atau cara pandang dalam
setiap aktifitasnya. Adapun kajian skripsi ini menganalisa pandangan PKB tentang
presiden perempuan dilihat dari sudut pandang hukum islam dan berbagai faktor
yang mempengaruhi pandangan PKB.
; Didalam skripsi ini mengkaji tentang internal kelembagaan PKB. Yaitu
tentang azas, visi dan misi, struktur dan system keanggotaan partai, mekanisme
keorganisasian, bentuk implementasi dilapangan yang telah diprogramkan khusus-
nya program rutin dan program jangka panjang. Dan juga didalamnya dikaji
tentang presiden perempuan atas boleh dan tidaknya perempuan manjadi presiden,
pandangan Partai Kebangkitan Bangsa sendiri terhadap presiden perempuan, serta
tinjauan dalil tentang kepemimpinan perempuan.

Dalam pandangan PKB, sebenarnya tidak mempermasalahkan perempuan
menjadi presiden, siapapun dia laki ataupun perempuan harus mampu mengemban
tugas sebagai presiden. Dan = menurut pandangan  tokoh-tokonya yang
memperesentasikan anggapan PKB, tentang adanya Nas-nas yang berhubungan
dengan permasalahan pemimpin perempuan, tidak ada yang secara tegas atau
secara pasti melarang perempuan menjadi presiden. Sehingga baik laki-laki
ataupun perempuan dapat menjabat sebagai presiden. Dan yang terpenting adalah
Jjabatan presiden bukan laki-laki atau perempuan akan tetapi harus mampu dan
bisa serta berani beramar ma'ruf nahi munkar. Sebenamya pandangan PKB
dipengaruhi oleh beberapa faktor yang secara umum ketiga faktor itu: yang
pertama adalah pengaruh Idiologi bangsa Indonesia vaitu pancasila, dimana
pancasila bagi PKB juga merupakan azas. Yang kedua adalah pemahaman akan
wacana demokrasi dalam konteks Indonesia. Yang ketiga adalah pemahaman akan
HAM (Universal Declaration of Human Right).
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wanita dan politik merupakan dua hal vang masth sulit dibayangkan,
terutama untuk negara berkembang. Hal inj disebabkan manusia telgh dibentuk
oleh budayanya masing-masing dengan menekankan bahwa kedudukannya
berkisar pada lingkungan keluarga, seperti mengurusi anak, suami, memasak dan
lain sebagainya ! Anggapan ini masih melekat di kalangan masyarakat terutama
pada masyarakat yang berstruktur patriarki,

Minimnya partisipasi’ perempuan di sektor publik adalah salah satu
problem yang berasal dari kekurangsadaran politik bagi perempuan. Hal iniizh
yang mendorong munculnya konggres I perempuan di Indonesia di Yogyakarta
yaitu pada tanggal 22 Desember 1928 M. Bahkan konggres itu berkelanjutan
hingga melewati masa kemerdekaan Republik Indonesia >

Berbagai kendala wanita untuk sukses berkecimpung di wilayah politik

masih sangat sulit diatas; Persepsi masyarakat bahwa politik adalah keras dan

—_— ¥ 4 B i

" Thromi. T.0. (Penyunting), Kajian wanita dalam pembangunan, (Jakarta - Yayasan OBOR
Indonesia, 1995) him. 428,

2 Partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat dimana mereka turut
ambil bagian dalam proses pemilihan penguasa baik secara langsung maupun tidak langsung dalam
kebijakan umum. Samuel P H. mengatakan bahwa patisipasi politik adalah kegiatan warga negara
yang bertindak sebagai pribadi-pribadi dengan maksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan
pemerintahan. Dan partisipasi dapat bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau sepontarn, legal
atau ilegal, efektif atau tidak efektif, Isbodroini Suyanto, “Peranan Sosialisasi Politik Terhadap
Partisiapsi Politik Perempuan”, dan Ibid,, him. 491

Sukanti Suryochondro, “7; imbulnya dan Perkembangan Gerakan Wanita d Indonesia ™,
dalam 7bid., him. 44.



hanya layak untuk dimiliki laki-laki masih sangat kental serta maskulinitas
menempatkan laki-laki sebagai pusat segala kekuasaan yang dominan disamping
mensubordinasikan perempuan’ sehingga terjadi kegamangan di kalangan
mereka untuk berusaha terlibat di dalamnya.

Belum lagi mereka yang melarang wanita untuk dicalonkan dan duduk di
lembaga dewan legislatif dengan berala{san bahwa kedudukan ini merupakan
kepemimpinan terhadap laki-laki, yang berarti dilarang.’ Sekalipun laki-laki
memuliki hak sebagai pemimpin toh istri Juga bisa berperan, dia bisa dimintai
pendapat yang memang dibutuhkan oleh suami® Sehingga dalam masalah
politikpun perempuan juga dapat berpartisipasi menyumbangkan pendapatnya
gntuk mengambil keputusan publik. Sebagaimana disebutkan dalam sebuahi
éladié ** mintalah pendapat para wanita tentang dirinya dan anak putrinya’’

Persaman hak dan kewajiban politik antara pria dan wanita secara yuridis
formal adalah sama. Tidak ada halangan wanita memangku jabatan politik pada
semua lini kekuasaan namun realita menunjukkan, secara kuantitas kaum pria,
hanya beberapa persen saja mampu mengisi job-job strategis.® Sehingga dari sini
memunculkan persoalan tersendiri bagaimana kesiapan kaum perempuan mengisi

pos-pos strategis ? Dan inilah yang dinanti-nantikan semua pihak dengan

* RA. Siti Hariti Sastriyani, “"Hak-hak Politik Perempuan,”” Makalah disampaikan pada
Seminar Nasional 23 September 1999, di aula IAIN Yogyakarta, him. 2.

* Yusuf Qaradhawi, Figh Daulah dalam Prespekiif Alquran dan Sunnah, alih bahasa Katur
Suhardi, (Jakarta : Pustaka Alkautsar, 2000), him. 232.

S Ibid., him. 233.
7 Ibid.,

* Said Agiel Siradj, Islam Kebangsaan, Figh Demokatik Kaum Santri. Jauhar Hatta ( ed.}
(Jakarta : Pustaka Ciganjur, 1999), him. 21.
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berjalannya iklim demokrasi yang kondusif. Tanpa ada pendiskriminasian yang
dilakukan oleh salah satu pihak.

Melihat fenomena ini peran publik perempuan Indonesia di wilayah
perpolitikan negara masih banyak mengalami hambatan bahkan tak jarang
fenomena yang ada terlihat bahwa minimnya peran, sekalipun telah dibuka lebar-
lebar kran demokrasi. Akan tetapt hal tersebut tak bisa lepas dari faktor-faktor
vang melingkupinya, yaitu faktor dominasi agama dan sosial budaya. Banyaknya
persoalan yang menyelimuti rendahnya partisipasi politik perempuan tidak murni
timbul dari perempuan itu sendiri. Melainkan lebih disebabkan oleh faktor
pendiskriditan dalam konstruksi sosial yang banyak turut menambah pengukuhan
ketidak-aktifan perempuan.

Keabsenan perempuan dalam proses ketatanagaraan Indonesia justru
menunjukkan bahwa sistem politik Indonesia mempunyai banyak persoalan
dimana elemen terbesar kita tidak ikut dalam mengambil bagian dari proses.’
Ditambah dengan peran agama yang turut mencampuri dan membatasi
perempuan untuk terlibat dalam wilayah publik (politik). Sangat kentara sekali
pengekangan tersebut, khususnya doktrin-doktrin yang dilontarkan oleh kalangan
Islam fundament. " Dimana mereka tampak keras sekali melarang bahkan sampai

pada dataran pengharaman terhadap keberadaaan perempuan untuk turut campur

® Fikd, “Kepentingan Perempuan Dan Kebijakan Publik™”, Bernas, Selasa Wage 19

it

November 2002, kolom perempuan dan politik, him. 5.

0 Kategori fundament adalah orang yang memahami nas-nas agama yang secara tekstual,

Dalam konteks kepemimpinan publik maupun domestik. perempuan mereka sangat tidak setuju sekali.
Lebih khusus lagi ketika perempuan menjabat sebuah kepala negara, maka tidak akan diterima karena
tidak sesuai dengan hasi! pemahaman mereka dari kajian nas-nas yang ada. Hal ini dikarenakan bahwa
pemahamannya tidak dibarenci dengan pola-pola pendekatan dan kerangka khusus dalam menggali
ma’na dan segala aspek disiplin ilmu yang berhubungan dengan kajian nas tersebut.

p=d
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terhadap perpolitikan negara. Bahkan sebagian mereka melarang perempuan
rrienduduki level Kepala Negara. Mereka mencukupkan perempuan untuk
berkecimpung di wilayah domestik yang hanya berkutat di rumah untuk
meladeni suami, mengurus anak dan di dapur.

Dominasi laki-laki menurut Ali Asghar Enginer dibenarkan oleh norma-
norma, kitab suci yang ditafsirkan oleh laki-laki yang mengokohkan mereka, tak
terkecuali kitab suci al-Qur’an yang secara komparatif dalam perlakuan terhadap
perempuan juga mengalami nasib yang sama.'' Memang bangunan sosial dari
pthak yang kontra terhadap kebolehan perempuan menjadi pemimpin adalah
bangunan masyarakat patriarkhi yaitu bangunan yang lebih didominasi oleh
kalangan laki-laki. Dan itu akan menjadi suatu kecenderungan kepada sebuah
bentuk produk figh yang menguatkan posisi laki-laki dari pada perempuan. Lebih
parah lagi jika hal tersebut diikuti dengan kerangka yang sudah terpola guna
memarginalkan pihak lain (perempuan).

Menurut hemat penulis, bahwa hak politik bagi laki-laki dan perempuan
adalah sama. Tidak ada sumber teks al-Qur’an maupun Hadis yang terang-
terangan menyatakan mencegah atau bahkan sampai melarang perempuan untuk
berkecipung di wilayah politik. Keduanya diciptakan dari satu nafas dengan
derajat kemanusiaan yang sama dan tidak ada pembedaaan. Dimana antara satu
dan lainnya tidak ada keunggulan. Termasuk Juga tidak ada perbedaan hak bagi

keduanya untuk menempati posisi sebagai seorang pemimpin.

"' Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan Dalam Isiam, terjemah Farid Wajidi dan Cici
Farkha, (Yogyakarta : Yayasan Bentang, 1994), him. 93



Memang ada kesenjangan dan ketimpangan antara normatifitas agama
dan realitas sosial. Ketika normatifitas agama memberikan peran dan aktualisasi
atas hak-hak dasar kaum perempuan seperti yang diberikannya kepada kaum
laki-laki, realitas sosial jurtru membatasi dan malah membelenggu. Kesenjangan
ini tentu saja harus dihilangkan dengan melalui upaya-upaya intelektual yang
kritis dan menerobos kepada pemahaman vang sebenamva terhadapk teks-teks
keagamaan yang dijadikan pedoman. Dalam istilah yang mutakhir kita perlu
mengadakan reinterpretasi dan rekonstruksi terhadap bangunan pemikiran
keagamaan (figh) konservatif dengan paradigma patriarkhi ke dalam konteks
sosial kita sekarang. Ini harus dilakukan jika hendak melihat idealitas agama
berjalan dalam realitas sosial_atau sebaliknya.'? Akankah kiia akan terus statis
dalam pengembangan figh sémentara dari jaman ke jaman realitas semakin
menuntut kepada figh untuk bersikap arif dan rasional. Sebagaimana anggapan

masyarakat muslim bahwa Islam adalah ragmatan i al-‘alamin, tidsk ada
pembatas atapun sckat-sekat vang memisah antara laki-laki dan perempuan
dalam masalah hak dan kewajiban politik, lebih khusus lagi hak kepemimpinan
perempuan dalam wilayah publik maupun domestik. |

Para ulama’ tidak menemukan pemaknaan teks al-Qur’an maupun Hadis
sebagai alasan yang kuat guna mengukuhkan argumennya, mereka hanya
mendapatkan nas yang sifatnya tidak gat’i untuk dikukuhkan, disamping juga

masth diragukan kesarihannya. Karena kebanyakan mereka yang kontra terhadap

kebolehan perempuan untuk menjadi pemimpin negara hanya menggunakan

'? Husein Muhammad, Figh Perempuan, Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender,
(Yogyakarta : LKIS, 2000), him. xxv.



retorika apologetik dalam menafsiri ayat-ayat ataupun hadis. Sedangkan teks dari
nas yang ada tidak secara jelas dan qot’i dengan kalimat yang sarih (kata atau
kalimat pelarangan) melarang perempuan menjadi pemimpin negara. Sehingga
anggapan Ulama’ yang melarang akan menjadi lemah jika dibenturkan dengan
teks-teks yang iebih bersifat universal tentang persamaan hak bagi laki-laki dan
perempuan termasuk teks vang menyatakar; keadilan bagi setiap manusia.

Kenvataan dewasa ini sekali lagi masih memperlihatkan bahwa
pandangan mengenai kehebatan laki-laki dan kelemahan perempuan dari sisi
intelektual dan profesi tengah digugat untuk diruntuhkan, meskipun laki-laki
masth berusaha menghegemoni perempuan untuk mempertahankan superioritas
dirinya. Kehebatan intelektual dan profesi adalah dua hal yang menjadi syarat
b;gi sebuah kepemimpinan dalam berbagai wilayahnya, domestik maupun
publik. Dengan syarat seperti ini terbuka kesempatan yang luas bagi perempuan .
untuk memasuki kepemimpinan publik termasuk di dalamnya pemimpin pada
level presiden.

Sampai sekarang pun perbedaan pandangan atas boleh tidaknya
perempuan menjadi pemimpin negara -presiden- masih menjadi polemik.
Parmasalahan ini menjadi semakin memanas ketika awal tahun 1999 vaitu pasca
reformasi dan menjelang pemilu 1999. Dimana klimaks persoalan pada saat itu
adalah munculnya nama Megawati yang dinobatkan menjadi salah satu kandidat

Presiden Republik Indonesia.

Y Ibid., him. 149,



Pada waktu itu dalam konteks politik Indonesia, banyak kalangan
memberi tanggapan atas boleh dan tidaknya perempuan menjadi pemimpin
tertinggi yaitu presiden. Tarik-ulur atas sikap permisif dari semua kalangan
tentang perempuan menjabat posisi pemimpin tinggi Negara menjadi tak kunjung
selesai. Bahkan hingga kini perdebatan tersebut tidak menemukan titik temu.
Sampai-sampai tidalé terdapat kesepakatan dari semua pihak untuk menyetujui
kebolehan presiden dari kalangan perempuan. Barangkali ini vang dimaksud
dengan masih tetapnya sebagian orang berpandangan bahwa agama berkerangka
patriarkhi. Oleh karena itu di sini kami mencoba mengkaji kembali dan sekaligus
menelusuri ada apa dibalik polemik yang tak kunjung purna ini. Dan kajian ini
mengambii salah satu sampei partai vang tidak berasaskan Islam. Berkait dari
peran perempuan pada wilayah politik serta berbagai persoalannya. Lebih-lebih
terhadap pemahaman atas boleh tidaknya perempuan menduduki posisi strategis
dalam kenegaraan. Maka perlu untuk menggali secara lebih dalam lagi dengan
tanpa menghiraukan hujjah-hujjah dari tanggapan berbagai pihak dalam suatu
karya ilmiah yang berjudul  “PANDANGAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

TENTANG PRESIDEN PEREMPUAN.

. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat diambil beberapa
masalah yang sesuai untuk diangkat meniadi pokok masalah. Yaitu sebagai

berikut :



Apa dalil Partai Kebangkitan Bangsa dalam membolehkan perempuan
menduduki jabatan kepala negara (Presiden)?
Faktor apa saja yang mempengaruhi pandangan Partai Kebangkitan Bangsa

dalam membolehkan perempuan menjadi presiden?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penyusunan skripsi ini bertujuan sebagai berikut:
Mendiskripsikan dan mengkaji pandangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

yang membolehkan perempuan menduduki jabatan kepala negara (Presiden).

2. Mengkaji dan menganalisa pandangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
tentang perempuan menjadi Kepala Negara (presiden) dengan pendekatan
hukum Islam lebih-lebih sisi kajian nas.

Adapun kegunaannya adaiah sebagai beﬁkut :

1. Menambah wawasan tentang Partai Kebangkitan Bangsa.

2. Memperdalam kajian tentang kepemimpinan perempuan khususnya tentang
pro dan kontra Kepala Negara (presiden) dijabat oleh perempuan.

3. Memberikan sumbangan ataupun masukan pustaka tentang kajian
kepemimpinan Perempuan khususnya dalam korelasi kajian atau wacana
ansich dan praktis.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penyusun ketahui, penyusun belum menemukan kajian yang

membicarakan masalah Presiden Perempuan Studi atas Partai kebangkitan




Bangsa dari Aspek institusi kepartaian dan konsep tentang kepemimpinan
perempuan bahkan kajian pustaka yang menguraikan tentang peran perempuan di
wilayah lembaga Tinggi Negara (Presiden atau Kepala Negara) yang menjadi
tema dari karya tulis ini. Yang ada hanya bentuk statemen-statemen yang masih
berserakan dari lembaga terkait dan para tokoh. Sehingga fokus tentang kajian
presiden perempuan secara komprehensif bahkan sampai analisa latar belakang
kebolehan perempuan menduduki jabatan presiden menurut PKB. Apalagi
tentang kajian yang memfokuskan kepada permasalahan landasan dan kerangka
pikir pengambilan keputusan yang dipakai PKB dalam membolehkan perempuan
untuk menjabat kedudukan presiden.

Tetapi terdapat kajian yang membahas masalah Pergerakan Perempuan
Kebangkitan Bangsa yang menguraikan tentang Keterlibatan Para Tokoh 3
Muslimat NU Cabang Indramayu Dalam Partai Kebangkitan Bangsa. Pada
kajian tersebut menganalisa tentang boleh tidaknya perempuan berkecimpung
pada wilayah politik. Di sini sangat kental menguraikan kajian-kajian normatif
vaitu mengenai pendapat-pendapat para ulama’ Indramayu persoalan boleh
tidaknya perempuan terlibat dalam politik dilihat dari sisi normatif serta kaidah-
kaidah. Tidak pula menguraikan kepemimpinan perempuan sampai wilayah
kepala negara.

D1 samping itu pada skripsi saudara Suharni juga mengupas tentang
kajian lembaga Partai Kebangkitan Bangsa dengan judul yang diangkat adalah
“Hubungan Ulama’ dan Politik, Studi Tentang Peran Ulama® Pondok Pesantren

Almunawwir Krapyak dalam kampanye Partai Kebangkitan Bangsa Pada Pemilu
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1999”. Pada dasamya skripsi tersebut lebih menekankan kepada perjalanan
kiprah para Kiyai NU atas keterlibatannya di politik. Jadi secara khusus kajian
dari skripsi Suharni lebih memfokuskan kepada rangkaian Historis Ulama® NU
di dalam kancah politik praktis Indonesia serta hubungannya dengan kontribusi
Ulama’ NU terhadap apa yang telah dilakukan selama ini lebih-lebih pada masa
pemilu pasca reformasi Indonesia setelah lengsernya Presiden Suharto dikancah
perpolitikan negara yaitu pemilu 1999.

Tetapi banyak sekali tulisan baik berupa buku-buku, artikel, maupun
makalah-makalah dalam seminar yang membahas secara umum mengulas
perempuan dan permasalahan politik tidak dalam spesifikasi kelembagaan Partai
Kebangkitan Bangsa. Dan banyak juga buku yang mengkaji tentang perempuan
dan politik secara umum sekaligus dengan kajian jeézdemya perihal keterlibatan
berempuan dalam wilayah politik. Di dalam masalah kepemimpinan perempuan
dalam level kepala negara banyak juga tulisan yang menguraikan

Berkait dengan partisipasi perempuan dalam politik negara serta
kepemimpinan perempuan banyak sekali kajian yang mengupasnya. Dan hampir-
hampir dalam setiap permasalahan kajian bias jender tak pernah terlepas dari
permasalahan yang satu ini. Sehingga kajian tentang masalah ini di Indonesia
masih marak dengan perdebatan antara yang membolehkan perempuan dapat
menduduki jabatan kepala negara dengan kalangan yang melarang. Mungkin ini
disebabkan oleh faktor budaya yang masih mendominasi sebagian kalangan kita.

Namun tanggapan-tanggapan yang ada belum pernah membentuk

semacam konsensus dari para kuratornya. Barangkali mereka lupa bahwa seting



dan konteks saat ini adalah Negara Indonesia yang telah mempunyai paham serta
landasan idil yang patut untuk dijadikan pegangan tetap oleh semuanya yang
menyatakan sebagai warga negara Indonesia. Dan mereka sebagian besar
mengakui landasan idil (Pancasila) itu merupakan format yang sudah final
dengan tanpa menganggap rendah format-format lainnya untuk kalangan
Indonesia karena Pancaisila merangkum seluruh prinsip ideologi dalam konteks

Indonesia.

. Kerangka Teoritik

Manusia diciptakan di muka bumi adalah sebagai khalitah (wakil,
pemimpin, pengganti). Mereka diturunkan di bumi ini dalam rangka menegakkan
hukum Allah dan taat menjalakan perintah Allah. Selain itu mereka juga
merupakan pemimpin seluruh alam, dan tidak ada pengecualian bagi seorangpun.
Salah satu fungsi manusia adalah menegakkan kebenaran di muka bumi ini.
Mereka adalah mahluk yang paling mulia menurut derajatnya, yang mempunyai
segala kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh manluk lainnya. Sebagai
mana firman Allah :

£
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14 Y c&)b

Adapun kerangka ini menggunakan beberapa rujukan nas-nas. Oleh
karena itu di bawah ini adalah kerangka yang dianggap sesuai. Namun secara

umum kerangka yang akan digunakan untuk membedah penelitian ini adalah

' Ali Imran (3):110.
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dengan menggunakan kerangka normatif Hukum Islam dari aspek penggunaan
rujukan dasar-dasarnya sekaligus pengambilan produk pemahaman teks yang ada
sebagai bentuk istinbat hukum.

Selain itu di dalam pandangan filsafat hukum Islam secara umum terdapat
tiga metode analisis yang dipakai oleh para ahli yaitu yang terdiri dari Bayani,
Burhani, ‘Irfani. Menurut Ali Harb, pemikir arab mengakaji dirinya melalui
wahyu dan hal dibalik asar dan berita, lalu berkelana dalam teks untuk meneliti
dan mengkaji, menyelami dan meneliti, menggalt dan meniliti, kemudian
merasionalkan hal yang tak terrasionalkan dan kembali mendifinisikan hal yang
telah terdefinisi terlebih jika ayat yang eksplanatif (ayat bayyinat). Sehingga
bayan adalah kalimat yang mengandung berbagai macam tafsiran dan
penakwilan oleh karena itu didalamnya terdapat terdapat tanda-tanda yang
berlimpah ruah yang terdiri paling tidak berupa isyarat, symbol-simbol dan
tanda-tanda yang luas.” Yang kedua Ali Harh Juga berpendapat tentang nalar
rasional empiris Burhani menurutnya berfungsi untuk menemukan kembali
dirinva (isti’ada nafsahu) melalui metode tafsir dan metode ta’wil.'® Di sini tanda
(dalil) adalah cara untuk menetapkan siginifikasisedangkan signifikansi adalah
tittk tolak tanda. Sehingga setiap pembuktian ( burhan) sesungguhnya adalah
pelacakan suatu makna diantara sekian makna dan sekian dalil. Maka akan
terjadi sebuah penyimpulan (pemungutan) salah satu signifikansi. Takwil tidak

lebih dari itu, sehingga dengan demikian ra 'wil menghubungkan antara bayan

BAlL Harb, Hermeneutika Kebenaran, terjamah Sunarwoto Dema, {Yogyakarta, LkiS,
2003), cet. 1, him. 13.

S 1bid.
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dan burhan.'” Akan tetapi para sufi memiliki ta’wil yang khas dan lebih banyak
menyelami aspek batin (internal) di banding golongan lainnya. Dalam pandangan
Al Harb, gnostik (‘irfan) sufi mempresentasikan metode ta’wil yang unik.
Dengan genostik sebagai ta’wil bayan dan burhan, intuisi dan penalaran, wahyu
dan mimpi dan seterusnya menjadi terpisah.sehingga melalui genostik,
simboldan realitas menjadi satu. Aspek batin mendominasi aspek lahir, dan
kebenaran tampak pada realitas. '®

Rasullluah SAW, pernah ditanya oleh salah seorang sahabat tentang
permasalahan pertanian dimana salah seorang sahabat pada saat itu bertanya agar
pertaniannya bisa meningkatkan kualitas serta kuantitas hasil kurma dan
Rasulullah SAW pun memberikan jawaban agar kurma itu tidak diserbukkan
(dibiarkan saja) akan tetapi jawaban ini keliru. Akibatnya hasil pertanian yang 3
dikembangkan sahabat tersebut tidak bertambah baik tetapi malah sebaliknya.
Jawaban ini merupakan hasil dari ytihad Rasullullah yang disampaikan kepada
salah seorang sahabat. Sampai pada akhirnya Rasul berkata “Antum a’alamu
biumuri dunyakum. "

Sehingga dalil ini dijadikan rujukan bahwa pada wilayah “non ibadak”
semisal perpolitikan, umat Islam diberi kebebasan penuh untuk merumuskan

dasar-dasar politik yang wdil dan egaliter sehingga bisa diterima semua pihak.

7 bid.
¥ Ibid., him. 14.

" KH. Sahal Mahfudz, dalam bukunya M. Imaduddin Rahmat (ed.), Kritik Nalar Figh NU,
Tranformasi Paradigma Bahtsui Masail, cet.1 (Jakarta : LAKPESDAM, 2002), him. xxiii. Sedangkan
dalam Ibrahim bin Muhammad bin Kamaluddin dan Ibnu Hamzah al-Husain al-Hanafi al-Dimsigi,
al-Bayan Wa at-Ta’arif i al-Asbabi al-Wurud al- Hadis asy-Syarif, hadis no. 800, (Bairut Libanon :
al-Maktabah al-‘Iimiyyah, 1402 H), him. 172 hadis ini berbunyi : Antum a’alamu biamri dunysgkum
yang diriwayatkan olch Muslim dari ‘Aisyah dari Anas.



Rumusan itu harus mengacu pada prinsip Magqasid asy-Syari’ah yang meliputi
lima hal yaitu perrama melindungi agama (4ifz ad-dim), kedua melindungi jiwa
dan keselamatan fisik (4ifz an-naf3), ketiga melindungi kelangsungan keturunan
(hifz an-nasl), keempat melindungi akal pikiran (hifz al-‘aql), kelima melindungi
harta benda (hifz ai-mal). > Sehingga dalam setiap kajian figh yang berhubungan
dengan permasalahan politik, sosial, budaya, tidak boleh menyimpang ataupun
bertolak belakang dari kaidah asasiah tersebut.

Secara umum, dari sinyal dari lontaran hadis nabi menandakan bahwa
Nabi Muhammad SAW memberikan keleluasan kepada umatnya untuk memilih
atau melakukan sesuatu dalam segala hal. Maka jika ditilik dari substansinya
maka akan bersesuaian dengan kaidah figh berikut: |

RS P NRURSRVREES S BN WA R WA

Sementara itu, pembahasan tentang kajian kepemimipinan perempuan
tidak bisa lepas dari teks yang ada dalam al-Quran. Karena muncuinya
perselisihan pendapat terhadap persoalan ‘status dan peran perempuan dalam
wilayah publik salah satu permasalahannya adalah perbedaan pemahaman teks

al-Qur’an dan Hadis sebagaimana tersurat sebagai berikut:

gzl Ly an S pan W b Welldl e Ol J

7oAl e

% Sahal Mahfudz, dalam. M. Imadeuddun Rahmat (ed.), Kritik Nalar Figh NU., him. xxiii.

' Al-Imam Jalalluddin ‘Abdurrahman bin Abu Bakar as-Suyuti, al-Asybah wa an-Nazar £
ai-Fury’, (Beirut : Dar al-Fikr, 1995), him. 44.

) An-Nisa’ (4) - 34.
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Pemahaman terhadap analisa sebuah teks nas-nas, baik al-Qur’an ataupun
Hadis, dibutuhkan sebuah metodologi khusus. Adapun fungsi dari metodologi
adalah sebagai alai yang berguna untuk meneliti dan menganalisa. Sebagaimana
alat analisis yang dipakai para sarjana Islam dalam memahami ungkapan nas
yang tersurat dalam redaksi. Yang secara umum tertuang dalam kaidah
usuliyyah.

Metode yang selama ini banyak digunakan masih mengacu pada
pendekatan tekstual, bukannya kontekstual, sebagai konsekwensi logis dari
penerapan kaedah jumhur ulama’ bahwa yang dijadikan pegangan adalah

‘%4
keumumam lafaz. ™

Seandainya pendekatan ini dibalik dengan seperti digunakan oleh
munoritas ulama’ tafsir yaitu vang dijadikan pegangan ialah kekhususan sebab,
bukan keumuman lafaz. Maka dari penerapan kaidah ini akan menjadikan
pemahaman yang kontra produktif. Sehingga konsekwesi pemahamannya akan
menjadikan produk hukum yang bertolak belakang, maka akan berpatokan pada

kaidah sebagai berikut:

# Al-Bukhari, Sahih Bukhari, Bab Kitab Nabi dan Kisra bin Kuswara (itp. : Dar al-Fikr,
2000 M/1420 H) juz S, hlm. 138. Hadis ini diriwayat oleh Usman bin Haisam dari ‘Auf dari Hasan
dari Abu Bakrah.

* Nazaruddin Umar, Argumen Kesetaran Gender Prespektif Al-Quran, cet.1, (Jakarta :
Paramadina, 1999), him. 22.

* Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz i Usul al-figh. Cet. 4 (Baghdad: Maktabah al-* Aini, 1970)
him. 272.
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Jika melihat dari kaidah tentang kekhususan sebab lebih sesuai untuk
diterapkan mungkin hasilnya akan berbeda-beda, karena hampir semua ayat
jender dalam al-Qur’an mempunyai riwayat sababunnuzul. Termasuk di dalam
memahami teks hadis seringkali sebagian ulama’ menerapkan kaidah keumuman
lafadz dari pada kekhususan sebab. Disamping itu metode tafsir kronologis
(tahlili) masih lebih banyak berpengaruh dalam masyarakat dari pada metode
tafsir tematik (maudu’). Seandainya digunakan metode kedua maka diduga
hasilnya akan lebih mendukung prespektif jender karena relasi jender diantara

sosial yang hendak dirombak secara bertahap dalam al-Qur’an.”’

K. Metode Penelitian

Berangkat dari judul di atas maka penyusun berusaha untuk melihat
kesesuaian kajian dengan metodologi yang akan dipergunakan untuk
menguraikan serta mengkaji permasalahan tersebut. Dan kami pun membagi
metodologi tersebut ke dalam beberapa bagian :

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah pustaka (/ibrary research) yaitu kajian merujuk
kepada data-data yang ada pada referensi. Dan penelitian ini juga dikuatkan
dan dipadukan dengan kajian lapangan (field research) yaitu memaparkan

segala hal yang diperoleh dari data-data yang didapatkan dari hasil penelitian

%) Manna® al-Qattan, Mabahis Fi “Ulumi al-Qur’an, (ttp. 1393 H), hlm. 85.

27 cae .
Nazaruddin Umar, Argumen., him. 22.
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lapangan. Dan data lapangan ini bisa berbentuk buku, majalah, surat kabar,
makalah, diktat dan sejenisnya. Ditambah yang sedikit data wawancara baik
vang belum dibukukan mapun yang sudah dibukukan.
Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat Diskriptif-Analitik dimana penelitian ini
menggambarkan bentuk argumen yang digunakan sebagai landasan dalam
menentukan kebijakan ataupun langkah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Dalam penggambaran memaparkan segala hal yang berkaitan dengan judul
serta metodologi yang digunakan. Sehingga dalam pemaparan nanti sesuai
dengan kerangka yang digunakan.
Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah studi pustaka (Library }éesearc/z) yaitu dengan
menggali dari referensi-referensi yang ada dengan melihat relefansi terhadap
permasalahan yang diangkat. Adapun untuk kajian studi lapangan (Field
Research) lapangan didominasi dengan kajian internal berkaitan dengan
kelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan data lapangan sendiri
adalah sebagai landasan. Untuk data pustaka vang diambil adalah data dari
para tokoh-tokoh PKB yang sudah di bukukan sekaligus tentang persepsi-
persepsi tokoh tokoh tersebut tentang pemahaman memperdalam penguraian
masalah karena data pustaka banyak didapatkan di samping validitas
literainya tidak diragukan.

Data yang dicari bisa berbentuk buku-buku, makalah-makalah, kertas

disposisi, maupun diktat-diktat hasil dari kajian-kajian internal Partai
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formulasikan dengan pokok masalah yang ada. Dan kemudian yang terakhir
adalah melakukan Kkategorisasi tertentu terhadap data-data, dengan
sistematisasi vang digunakan sesuai pendekatan sehingga akan memperoleh

kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Demi menciptakan suatu kajian yang sesuai dengan metode dan agar

penyusunan maka kami membagi kajian tersebut ke dalam lima sub besar vaity :
Bab pertama adalah berkaitan dengan metodologi penelitian secara umum
sebagal landasan metodologi vyaitu tentang latar belakang masalah, pokok
masalah, tujuan serta kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode
pembahasan serta sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu menguraikan tentang tinjauan serta gambaran umum internal
Partai Kebangkitan Bangsa mulai dari sejarah berdirinya PKB. Pada bab ini juga
akan memaparkan visi misi dan mekanisme Organisasi serta aktifitas lapangan
PKB

Bab ketiga akan menguraikan tentang pandangan president perempuan
kedudukan perempuan serta pengertian dan pandangan PKB tentang presiden
perempuan dan didalamnya juga mengkaji dalil dan landasan yang menyingung
tentang keberadaan presiden perempuan

Bab empat ini akan menguraikan analisa tentang hasil ist inbat hukum perempuan

boleh menduduki jabatan presiden. Faktor-faktor yang mempengaruhi PKB
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dalam membolehkan perempuan menduduki jabatan Kepala Negara. Pandangan
PKB tentang demokrasi dan hak asasi manusia
Bab lima merupakan penutup dari bagian sekripsi ini yang terdiri dari

kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan terdapat pula didalamnya saran-saran.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpuian

Sebagaimana telah diuraikan dari awal bahwa Partai Kebangkitan
Bangsa tidak mempermasalahkan perempuan menduduki jabatan presiden.
Artinya bahwa perempuan dapat menduduki jabatan tersebut. Secara
perempuan adalah sama tidak ada perbedaan antara keduanya. Payung besar
yang dijadikan naungan oleh Partai Kebangkitan Bangsa yang berpaham ahli
sunnah waljama’ah, maka Partai Kebangkitan Bangsa secara otomatis
menganut faham dalam menerapkan nilai-nilainya ke dalam sebuah gerakan
partai. Sehingga nilai-nilai Islam yang terdapat di dalam nas-nas al-Qur’an
dan as-Sunah dapat dipahami sesuai dengan prinsip-prinsip dasarnva untuk
diterapkan ke dalam setiap kebijakan. Termasuk didalamnya adalah tentang
kedudukan perempuan dan tentang kepemimpinan perempuat.

Partai Kebangkitan Bangsa yang nota bene merupakan representasi
warga NU sekaligus juga mewakili kerangka pikir polittk NU ditambah
dengan landasan Pancasila yang dijadikan asas Partai membolehkan
perempuan menjadi Presiden. Partai Kebangkitan Bangsa mempunyat
beberapa alasan yaitu :

I. Berkaitan dengan pemahaman nas-nas. Serta istinbat dari para tokohnya
Menurut Partai Kebangkitan Bangsa yang direpresentasikan oleh beberapa
tokohnya, bahwa nag-nas vyang berhubungan dengan masaiah
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kepemimpinan perempuan pada sektor publik ditinjau dari segi hasil
pemahaman atas boleh tidaknya perempuan terlibat didalamnya haruslah
sesuai dengan metode penggalian hukum. Artinya pemahaman dar nas
vang ada membutuhkan kajian yang pas untuk mendapatkan hasil istinbat
atau penggalian hukum yang relevan. Ini berarti harus berpatokan pada
instrumen analisa (penafsiran, dan kaidah-kaidah penggalian hukum) yang
benar-benar proporsional. Ditambah lagi penempatan dari penempatan
nas-nas dengan melihat posisi teks dan konteks yang ada. Sehingga pada
akhimya akan didapatkan hasil dari pemahaman hukum yang sesuai
dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang Universal. Jikalau upaya
istinbat hukum tersebut tidak proporsional maka tentu saja kontras dan
sangat memungkinkan akan bertolak belakang dengan pemahaman yang
tidak membolehkan perempuan menduduki jabatan presiden.

Pandangan PKB vang membolehkan presiden perempuan menurut
pandangan penulis paling tidak terdapat beberapa faktor yang
mempengaruhi faktor yang perfama adalah faktor idiologi dimana dalam
xonteks Indonesia aktifitas perpolitikan haruslah merujuk kepada
pancasiia sebagai cara pandang. Yaitu dengan memahami dan berusaha
mengimplementasikan sila-sila yang ada dalam sctiap aktifitaas politik.
Yang kedua adalah pemahaman tentang Demokrasi dimana demokrasi
merupakan salah satu cara bernegara yang mendasarkan pada kebebasan
bepelitik dengan berpijak pada normatif kenegaraan yang terwadahi dalam

system lembaga Majelis Perwakilan Rakyat (MPR). Dan MPR dalam
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konteks Indonesia merupakan bentuk kesepakatan system demokrasi
rakyat Indonesia. Yang ketiga adalah Pemahaman akan HAM yang
tersimplifikasi dalam empat poin dan satu poin tambahan yang berisi
tentang kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan berserikat,
kebebasan beragama, tidak adanya pendiskriminasian terhadap

perempuan.

B. Saran

Dalam kajian lapangan pada organisasi partai Partai Kebangkitan Bangsa
masih perlu juga dikaji tentang bentuk pemikiran dan ide partai serta
pandangannya. Mungkin salah satunya adalah ada dan tidaknya tentang
gagasan negara Islam yang selama ini juga masih dijadikan perdebatan oleh
banyak kalangan baik personal maupun lembaga partai Partai Kebangkitan
Bangsa. Dan masih banyak juga persoalan yang dapat ditelusuri pada internal
lembaga tersebut berkaitan dengan gagasan partai. Khususnya dalam
kerangka siyasah yaitu pemahaman tentang bentuk ketatanegaran maupun

kenegaraan Indonesia.
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Lampiran I

TERJEMAHAN TEKS AL-QUR’AN DAN HADIS

NOMOR |
TERJEM N
URUT | F.N. | HLM FERJEMAHAR
BABI
I. 14 11 Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untukk
’ manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah
dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. ..
z
2. 21 14 | Pada dasamnya segala suatu itu boleh
i
3. 22 14 Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita,
oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka
(laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena
mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta
mereka. ..
4. 25 15 Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh
! perempuan
5. 26 15 Ungkapan menunjukan keumuman lafat tidak Karena
kehususan sebab
6. 21 15 Ungkapan menunjukan kehususan sebab tidak karena
keumuman lafat
BAB 1
7. i5 47 Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang
menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang
ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah
orang-orang yang beruntung.
8. 30 53 Meninggalkan kerusakan harus didahulukan daripada
mendatangkan kebaikan
9 31 54 Tidak akan beruntung sebuah kaum yang dipimpin oleh
perempuan
10. 32 55 Dan bagi laki-laki mempunyai derajat atas perempuan
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14

15.
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17.

19.
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49

51

61

62

65

67

68

56

59

60

66

67

68

69

Tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah
dan hari akhir berpergian pada pagi dan malam hari
kecuali bersama makhromnya.

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan,
sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi
sebahagian vang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan)
yang ma ruf, mencegah dari yang munkar.

Mereka menjawab “Kita adalah orang-orang yang
memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang
sangat dalam berperang, keputusan ada ditanganmumaka
pertimbangkanlah apa yang akan kainiu perintahkan.

Dia berkata “Sesungguhnya apabila raja-raja memasuki
suatu neger:, niscaya mereka membinasakannyadan
menjdikan penduduknya yang mulia menjadi hina; dan
demikian pulalah yang akan mereka perbuat.

| Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita,

oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka
(laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanit2), dan karena
mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta
mereka. Sebab itu maka wanita vang saleh, ialah yang
ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya
tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).

...Dan bagi laki mempunyai derajat atas perempuan. ..

....oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian
mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan
karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian
dari harta mereka. ..

Ungkapan menunjukan keumuman lafat tidak Karena
kehususan sebab

Ungkapan menunjukan kehususan sebab tidak karena
eumuman lafat

Dari Abu Bakrah berkata, Ketika berjumpa Rasulullah
SAW, Sesungguhnya keluarga Faris akan dipimpin oleh
anak perempuan Kisra, Nabi bersabda : “Tidak akan

1 b

beruntung kaum vang dipimpin oleh pcrempuan”,
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74

76
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70
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79

Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan
Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun
di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (Kepada mereka
dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang
(dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu
kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan
(Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun".

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan,
sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi
sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan)
yang ma ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan
sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta'at kepada
Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh
Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana

BAB IV

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan,
sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi
sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan)
vang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan
sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta'at kepada
Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh
Allah; sesunggubnya Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.

Kaum laki-laki iiu adalah pemimpin bagi kaum wanita,

Dan orang-orang vang beriman, lelaki dan perempuan,
sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi
sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan)
yang ma ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan
sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta'at kepada
Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh
Aliah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.
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Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan
menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang
yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang
yang paling bertakwa di antara kamu..

Kalian lebih mengerti perkara dunia kalian

... Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu
di sisi Allah ialah orang vyang paling bertakwa di antara
kamu..

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi)
seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan
mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka;
dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami
berikan kepada mereka.

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan
ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatuy,
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman
kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan
menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang
yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang
yang paling bertakwa di antara kamu....
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Lampiran II

BIOGRAFI ‘ULAMA - TOKOH

Abdurrahman Wahid

Abadurrahman Wahid lahir tanggal 4 Agustus 1940 di Jombang Jawa Timur
aslinya adalah Abdurrahman Addakhil. Dia tumbuh dan dibesarkan di kalangan
keluarga santri. pendidikan dasarnya diselesaikan di sekolah rakyat pada tahun 1953.
pada tahun 19964 dia belajar di Kairc untuk belajar Unifersitas Al-Azhar. Di
samping sebagai ketua kelompok kerja POKJA Forum Demokrasi (Fordum), dia juga
pernah menduduki posisi penting di lembaga Internasional seperti WCRP. Dan pada
tahun 1984 terpilih sebagai ketua PBNU pada Muktamar di Situbondo. Pada tahun
1999, dia juga terpilih menjadi Presiden Replubik Indonesia.

Riwayat Pendidikan : 1953-1957 SMEP dan tinggal di rumah pak Junaidi
yang juga tokoh Muhammadiyah dan seorang anggota Majelis Tarjih
Muhammadiyah. Pernah juga modok di Pesantren Tegalrejo Magelang. pada tahun
1957-1963 nyantri di Pesantren Krapyak Al-Munawwir dan tinggal di rumah KH Ali
Maksum. Kemudian tahun 1964-1971 kuliah di Kairo di-Ma’had al-Dirosat al-
Islamiyyah Al-Azhar University Fakultas Syariah, lalu pindah ke-Irak untuk
mengikuti kuliah di Unifersitas Bagdad, adapun karya-karyanya seperti Bunga
Rampai Pesantren, Muslim di Tengah Pergumulan, Tabayyun Gusdur DIL

Al-Gazali

Nama aslinya Muhammad ibn Muhammad at-Tusi, dengan nama kecil Abu
Hamid dan mempunyai gelar Hujatul Islam. la adalah ‘ulama yang sangat
berpengaruh dan diagungkan di dunia Islam, ia dilahirkan di Gazalah dekat Tus, Iran
Utara, pada tahun 450 H/1058 M. Namanya begitu populer, baik di kalangan
akademis (cendekiawan) maupun kalangan masyarakat umum.

Al-Gazali adalah seorang pemikir besar Islam dan filosof kemanusiaan, di
samping sebagai seorang pribadi yang memiliki berbagai kejeniusan dan banyak
karya, ia adalah pakar ilmu syari’ah pada dekadenya. Pengetahuannya amat luas
meliputi : ilmu figh, usul figh, kalam, mantiq, filsafat dan tasawuf, akhlak dan
sebagainya, pada tiap-tiap disiplin ilmu tersebut, al-Gazali telah menulisnya dengan
sangat baik, murni, bernilai tinggi dan mendalam. Di sisi lain, ia adalah sentral
sufisme, pejuang keruhanian, tokoh pendidikan dan dakwah. Sebagaimana tokoh-
tokoh besar Islam lainnya, yang telah ditaqdirkan untuk menjadi pionir (penggerak)
masyarakat dalam rangka perubahan pola pikir dan perilaku, baik yang menyentuh
aqidah maupun prakteknya. Dia mampu meninggalkan kesan dalam kehidupan
keruhanian masyarakat, ataupun kehidupan yang bersifat materi, budaya, sosial
maupun politik.

Karya tulisnya mencapai ratusan buah yang mencakup berbagai disiplin ilmu,
diantaranya karya-karyanya adalah : /hva “Ulum ad-Din, Al-Basit, Al-Wasit, Al-



Wajiz, Al-Hulasah, Al-Mustasfa, Al-Manhul (dalam bidang figh dan usul figh).
Maqasid al-Falasifah, Tahafut al-Falasifah, Al-Mungiz min ad-Dalal. Al-Igtisad fi
al-l'tiqad, Faisal at-Tafrigah, Qawa’id fi al-‘aqa’id, Al-Maqsud al-Asma’ fi Syarhi
Asma’ llahial-Husna, Mi'yar al-Ulum, Muhikku an-Nazar, Al-Qiaias al-Mustaqim,
ljam al-Awam fi al-"llm al-Kalam Jawahir Kalam, Kimia as-Sa’adah, Ma’arij al-
Quds (dalam bidang filsafat, kalam dan logika). /hya ‘Ulum ad-Din, Minhaj al-
‘Abidin, Bidayah al-Hidayah, Mizan al-‘Amal, Mi'raj as-Salikin, Ayyuhal Walad
(dalam bidang tasawuf, akhlaq dan pendidikan). 4/-Qaul al-Jamil fi ar-Raddi “‘Ala
Man Gayyara al-Injil, Fada'ih al-Batiniyyah, Hujjah al-Haq, Mufassal al-Hilaf, Ar-
Raddu al-Jamil-1i Illahiyyah Isa bi Sarahi al-Injil (dalam bidang perbandingan
agama) dan masih banyak Jagi karya-karyanya yang lain.

Al-Mawardi

Nama lengkapnya Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bib Habib al-Basri al-
Bagdadi al-Mawardi (367 H/974 M — 450 H/1058 M). Ia adalah seorang imam besar,
ahli figh, ushul figh dan tafsir yang hidup pada seperempat terakhir abad keempat
hijriyah dan paroh pertama abad kelima hijriyah. Dus, ia hidup dalam era Bani
Abbasiyah Kedua. Pada waktu itu dunia Islam terbagi dalam tiga negara yang tidak
akur dan saling mendendam antara yang satu dengan lainnya, yaitu negara Fatimiyah
di Mesir, Bani Umayyah di Andalusia dan Bani Abbasiyah di Kurasan dan daerah-
daerah timur.

Al-Mawardi belajar hadis di Bagdad pada al-Hasan bin Ali bin Muhammad
al-Jabali (sahabat Abu Hanifah al-Jumahi), Muhammad bin Adi bin Zuhar al-
Mangiri, Muhammad bin al-Ma’ali al-Azdi, Ja’far bin Muhammad bin al-Fadl al-
Bagdadi dan Abu al-Qusyairi. Sedangkan gurunya di bidang figh adalah Abu al-
Qasim as-Sumairi di Basrah, Ali Abu al-Asfarayini (Imam Mazhab Syafi’i di Bagdad
dan lain sebagainya. Diantara sekian banyak murid al-Mawardi, yang terkenal yaitu
imam besar, al-Hafid Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Khatib al-Bagdadi dan Abu al-
Izzi Ahmad bin Kadasy:.

Al-Mawardi wafat pada bulan Rabi’ul Awal tahun 450 H dalam usia 86
tahun. la dan Abu at-Tayyib at-tabari meninggal pada bulan yang sama pada masa
pemerintahan Tagrar Bek yang memenjarakan Raja Rahim, raja terakhir Bani
Buhaiwi hingga meninggal dunia pada tahun tersebut. Ia meninggalkan banyak sekali
buku. As-Suyuti berkata : “Al-Mawardi mempunyai banyak sekali buku dalam
berbagai disiplin ilmu; figh, tafsir, ushul figh dan sastra”. Diantaranya : di bidang
figh, “Al-Hawi al-Kabiru” dan “4l-Igna’v”, di bidang figh siyasah (politik) ada
“Al-Ahkam as-Sultaniyah wa al-Walayat ad-diniyah”, “Qawanin al-Wuzara Siyasah
al-Malik”, “Tasilu an-Nazari wa Ta’jilu az-Zafari fi Akhlagi cl-Maliki wa Sivasat ai-
Maliki®, “Siyasat al-Maliki> dan “Nasihat al-Muluk”, di bidang tafsir, “Tafsir Al-
Qur'an al-Karim”, “An-Nukat wa al-‘Uyur” dan “Al-Amsalat wa al-Hikkamy”, di
bidang sastra, ada “Adab ad-Dunya wa ad-din” dan di bidang z2kidah ia menulis
kitab “4 lamu an-Nubuwah™.



Alwi Shihab

Lahir tangga 19 Agustus 1948. ayah beliau bernam Prof Abdurrahman
Shihab juga menjadi seorang cendikiawan. Ayah beliau adalah pendiri Unifersitas
Muslim Indonesia Ujung Pandang. Alwi adalah putra ke-enmam dari dua belas
bersaudara. Beliau adalah orang yang dekat dengan para orientalis maksud beliau
dekat dengan para orientalis adalah dalam rangka meluruskan bahwa islam adalah
agama yarg ramah tidak keras san santun, Muhammad bukanlah orang jahat,
Muhammad dilahirkan untuk mengajarkan kebenaran dan kebaikan.

Riwayat pendidikan : S1 pada tahun 1986, di IAIN Ujung Pandang, bidang
Akidah filsafat, S1. study di Mesir tahun 1986 di Unifersitas Al-Azhar Mesir, S3
tahun 1990 di Unifersitas ‘Aim Syam Masir Bidang Filsafat, kemudian untuk S3
yang kedua pada tahun 1995. di Universitas Temple Amerika Bidang study Agama-
Agama. Pada tahun 1995-1996 ikut program sarjana Doctoral di pusat study Agama-
agama Dunia (The Center for The Study of World Religion) di Unfersitas Harvard.
Dan pada tahun 1996 menjadi staf pengajar Islam di Hartford Seminary sampai
sekarang. Beliau juga pernah menjadi anggota International Connection Committee,
American Academy of Religion di Atlanta dan Georgia, selain itu juga di OKI pada
tahun 1997. Dan beliau juga menjadi seorang pengusaha dan kontraktor. Salah satu
karyanya adalah Islam Inklusif.

imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdiliah ibn Isma’il ibn Ibrahim al-Magirh ibn
Bardizbah al-Jufi al-Bukhari. Ia dilahirkan pada tahun 195 H. meninggal dunia pada
tahun 256 H. Ia merupakan secrang ulama besar bidang hadis. Hal ini dibuktikan
dengan karyanya yang monumental vaitu 4/-Jami’ al-Sahih yang dikenal dengan
Sahih al-Bukhari.

Cholil Bisri

Lahir di Rembang tanggal 12 Agustus 1942. Pengasuh Pondok Pesantren
Roudlatuth-tholobiin Rembang. Pernah nyantri di Pon. Pes Lirboyo (1957), di Darul
Ulum Mekkah 1962, Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak tahun 1960 juga di
Pondok Pesantren  Raudlah Rembang dan kuliah di JAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Pengalaman organisasi : Ketua IPNU 1962-1970, Ketua seksi GP ANSOR
Cabang 1967-1970, Ketua Partai NU Cabang 1970-1973, Ketua DPC PPP 1973-
1995, Ketua Yayasan Ibris 1967-, Rois Aam Syuriah PWNU Jateng 1980, Ketua
LDNU Pusat tahun 1985, Anggota DPR, MPR (1992-1997), (1997-1999 ), (1999-
2004).

Musthofa Bisri

KH Mustafa Bisri atau akrab dipanggil dengan Gus Mus dilahirkan di Rembang Jawa
Tengah pada tanggal 10, Agustus 1944. Putra kedua dari tokoh Ulama® NU vaitu KH
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Bisri Musthofa. Masa remajanya dihabiskan di Pondok Pesantren Raudltut Tholibin,
Pondok Pesantren Lirboyo Kediri dan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak.
Kemudian Gus Mus menyelesaikan studinya di Fakultas Al-Qismul ‘Ali Fiddirasati
al-Islamiyyah wa al-Arabiyyah di Unifersitas Al-Azhar Kairo Mesir. Beliau adalah
Ketua Syuriyah PBNU dan juga Pengasuh Pondok Pesantren. Raudlatuththalibin
Rembang sekaligus deklarator PKB.

Moh. Mahfud MD

Beliau dilahirkan di Madura pada tanggal 13 Mei 1957. Beliau adalah lulusan
Fakultas Hukum Jurusan Tata Negara UII (1983). S2 dalam Ilmu Politik dari Pasca
Sarjana UGM (1989), dan Doktor dalam Ilmu Hukum dari Pasca Sarjana
UGM(1993). Dosen tetap di Fakutas Hukum UII dan Dosen luar biasa di beberapa
perguruan tinggi Negeri dan Swasta terutama di jenjang Pasca Sarjana. Pengurus
PKB. Diantara karyanya adalah Politik Hokum, HAM dan Demokrasi dll.

Said Aqil Siraj

Lahir 5 juli 1953 Pengasuh Pondok Pesantren Kempek Cirebon dan Pesantren
Luhur Mahasiswa Ciganjur Jakarta Selatan. Alumni (S1, S2, S3) Universitas Ummul
Qura. Dia pernah mondok di Lirboyo dan kuliah di Fakultas Adab IAIN Sunan
Kalijaga. Staf Pengajar jadi Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Selatan, Unifersitas Malang (UNISMA) dan STIQ Yogyakarta. Sebagai Khatib Aam
PB NU dan Aktif di Komnas HAM juga tim formatur Partai Kebangkitan Bangsa.
Tulisab beliau yang telah di bukukan adalah Kiai Menggugat, Figh Kebangsaan dil.
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Lampiran III AD/ART, GBPP DAN MABDA’ SIYASI PKB

ANGGARAN DASAR PKB

Mukaddimah

Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang
merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkar kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat beradab dan sejahtera, yang
mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguh-an dan keterbukaan yang bersumber dari hati
nurani, bisa dipercaya, sefia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah sosial yang bertumpu pada
kekuatan sendiri, bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi, tolong menclong dalam kebajikan, serta
konsisten menjalankan garis/ketentuan yang telah disepakati bersama.

Bahwa perwujudan dari cita-cita kemerdekaan tersebut menghendaki tegaknya demokrasi yang
menjamin terciptanya tatanan kenegaraan yang adil serta pemerintahan yang bersih dan terpercaya,
terjaminnya hak-hak asasi manusia, dan lestarinya lingkungan hidup bagi peningkatan harkat dan martabat
bangsa Indonesia yang diridlai Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya wahana perjuangan yang kuat, mampu
menyalurkan aspirasi dan menyatukan seluruh potensi bangsa yang majemuk, serta teribat akiif dalam
penyelenggaraan negara dengan berakhlaqul karimah.

Maka dengan memohon rahmat, taufi, hidayah, dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, didiikanlah
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA yang bersifat kebangsaan, demokratis dan terbuka, dengan Anggaran Dasar
sebagai berikut:

BAB!
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
1. Partai ini bernama Partai Kebangkitan Bangsa, disingkat PKB;
2. Partai Kebangkitan Bangsa didirikan di Jakarta pada tanggal 29 Rabi'ul Awal 1419 Hijriyah / 23 Juli 1998
Masehi untuk waktu yang tidak terbatas;
3. Pengurus Partai tingkat pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia

BABII
KEDAULATAN
Pasal 2
Kedaulatan Partai berada di tangan anggota yang pelaksanaannya tercermin sepenuhnya di dalam Muktamar.

BABIll
ASAS DAN PRINSIP PERJUANGAN

Pasal 3
Partai berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadiian sosial
bagi seluruh rakyat indondesia.

Pasal 4
Prinsip perjuangan Partai adatah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjunjung tinggi kebenaran
dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan
sesuai dengan nilai-nilai Islam Ahlusunnah Waljama'ah.

BAB IV
SIFAT DAN FUNGS!
Pasal 5
Partai bersifat kebangsaan, demokratis dan terbuka.



Pasal 6
Partai berfungsi:
a.  Sebagai wadah berhimpun bagi setiap warga negara Indonesia dengan tanpa membedakan asal-usul,
keturunan, suku, golongan, agama dan profesi;
Sebagai salah satu wadah unutk meningkatkan pendidikan, hak sipil dan partisipasi politik;
Sebagai saluran aspirasi politik rakyat bagi terwujudnya hak-hak sipil dan politik rakyat;
Sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan-kepentingan rakyat di dalam lembaga-lembaga Politik.
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BABV
TUJUAN DAN USAHA
Pasal 7

Cariai vertujuan: .

a. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangakn dalam Pembukaan
Undang-undang Dasar 1945;

b.  Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan bafin, material dan spiritual;

¢.  Mewujudkan tatanan poliik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhiakul karimah.

Pasal 8

Untuk mencapai tujuannya, Partai melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

a. Bidang Agama: meningkatatkan ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

b. Bidang Polifik: mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Menegakkan kedaulatan rakyat;
mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan terpercaya; melaksanakan pembangunan nasional
untuk kemakmuran rakyat; melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan akfif serta mengembangkan
kerjasama luar negeri untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera;

¢. Bidang Ekonomi: menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan
demokratis;

d. Bidang Hukum: berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu
mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial;

e. Bidang Sosial Budaya: berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara
jatidiri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa;

£ Bidang Pendidikan: berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri,
terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya; mengusahakan terwujudnya sistem
pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan;

g. Bidang Pertahanan: membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk turut serta
dalam usaha pertahanan negara; mendorong terwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuan-
perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari pribadi-pribadi maupun institusi
terfentu dalam masyarakat.

BAB VI
LAMBANG
Pasal §
Lambang Partai terdiri dari bola dunia yang dikelilingi sembilan bintang dengan tulisan nama partai pada bagian
bawah dan bingkai dengan empat persegi bergaris ganda.

BAB VIl
KEANGGOTAAN
Pasal 10
Sefiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi ketentuan tentang keanggotaan serta menyetujui
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diterima menjadi anggota Partai.
Pasal 11
Ketentuan mengenai keanggotaan serta hak dan kewajibannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.



BAB Vil
STRUKTUR ORGANISASI DAN PERANGKAT PARTAI
Pasal 12
Struktur Organisasi Partai terdiri dari:
Organisasi Tingkat Pusat, dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat;
Organisasi Daerah Propinsi, dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah;
Organisasi Daerah Kabupaten/Kota, dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang;
Organisasi Tingkat Kecamatan, dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Cabang;
Organisas: Tingkat Desa/ Kelurahan, dipimpin oleh Dewan Pengurus Ranting;
Organisasi Tingkat Dusun/ Lingkungan/ Kawasan Pemukiman dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak
Ranting ;
h.  Untuk Perwakilan Partai di luar negeri, dapat dibentuk struktur organisasi Partai setingkat dewan Pengurus
cabang.
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Pasal 13
Perangkat Partai terdiri dari Lembaga, Badan Ctonom dan Fraksi.
Pasal 14
Ketentuan mengenai Struktur Organisasi dan Perangkat Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX
SUSUNAN PENGURUS PARTAI
Pasal 15
Susunan Kepengurusan Partai pada masing-masing tingkatan organisasi Partai sebagaimana dimaksud pada
pasal 12 Anggaran Dasar ini terdiri dari:
a.  Dewan Syurz;
b. Dewan Tanfidz
Pasal 16
1. Dewan Syura adalah pimpinan tertinggi Partai yang menjadi rujukan utama kebijakan-kebijakan umum
Partai;
2. Dewan Tanfidz adalah pimpinan eksekutif Partai yang menjalankan kebijakan-kebijakan sfrategis,
mengeloia organisasi dan program Partai.
Pasal 17

Ketentuan mengenai tugas serta wewenang Dewan Syura dan Dewan Tanfidz diatur daiam Anggaran Rumah
Tangga.

BAB X
PERMUSYAWARATAN
Pasai 18
1. Jenis-jenis permusyawaratan Partai meliputi:
Muktamar
Muktamar Luar Biasa
Musyawarah Kerja Nasional
Musyawarah Pimpinan
Musyawarah Wilayah
Musyawarah Kerja Wilayah
Musyvawarah Pimpinan Wilayah
Musyawarah Cabang
Musyawarah Kerja Cabang
Musyawarah Pimpinan Cabang
Musyawarah Anak Cabang
Musyawarah Keria Anak Cabang
. Musyawarah Ranting
Musyawarah Kerja Ranting
Musyawarah Anak Ranting

Mucyawarah Kerja Anak Ranting
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2. Ketentuan mengenai masing-masing jenis permusyawaratan Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB XI
PENGAMBILAN PUTUSAN
Pasal 19
1. Pengambilan putusan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Dalam hal tidak dapat dicapai mufakat, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB Xii
KEUANGAN DAN KEKAYAAN PARTAI
Pasal 20
Keuangan dan kekayaan Partai diperoleh dari:
luran anggota;
a.  Usaha-usaha lain yang dilakukan oleh Partai;
b.  Sumbangan yang halal dan tidak mengikat;
¢.  Peralihan hak untuk dan atas nama Partai.

BAB Xiil
PEMBUBARAN
Pasal 21

1. Partai hanya dapat dibubarkan oleh Muktamar yang diselenggarakan khusus untuk itu.

2. Muktamar tersebut dalam ayat (1) pasal ini dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya
dua pertiga dari jumiah Dewan Pengurus Wilayah dan dua periga dari jumlah Dewan Pengurus
Cabang dan keputusan yang dihasilkan itu dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-murangnya
dua pertiga suara yang hadir dalam Muktamar.

3. Apabila terjadi pembubaran Partai, maka segala hak milik Partai diserahkan kepada organisasi sosial
kemasyarakatan yang sehaluan dan ditetapkan oleh Muktamar.

BAB XV
ATURAN PERALIHAN

Pasal 22
Untuk pertama kalinya, Dewan Pengurus Pusat dibentuk oleh Dekiarator, Dewan Pengurus Wilayah dibentuk
oleh Tim Wilayah, Dewan Pengurus Cabang dibentuk oleh Tim Cabang, Pengurus Anak Cabang dibentuk oleh
Dewan Pengurus Cabang dan Pengurus Ranting dibentuk oleh Pengurus Anak Cabang .

Pasal 23
Agar terbentuk kepengurusan yang definitif dan aspiratif, Dewan Pengurus Pusat harus mengadakan Muktamar
dalam tempo satu tahun sejak dideklarasikannya Partai, demikian pula Dewan Pengurus Wilayah, Dewan
Pengurus Cabang, Pengurus Anak Cabang dan Pengurus Ranting berkewajiban menyelenggarakan
permusyawaratan sesuai fingkatan masing-masing.
Pasal 24

Untuk pertama kalinya Anggaran Dasar Partai mulai berfaky sejak tanggal dideklarasikannya Partai.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
Anggaran Dasar ini hanya dapat dirubah oleh Muktamar:
Anggaran Dasar ini beriaku sejak tanggal ditetapkan .

—

w

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 19 Januari 2002
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ANGGARAN RUMAH TANGGA PKB
BABI
LAMBANG
Pasal 1
Makna Lambang
1. Arti Gambar adalah sebagai berikut ;
a. Bumi dan peta Indonesia, bermakna tanah air Indonesia yang merupakan basis perjuangan Pariai dalam
usahanya untuk mencapai tujuan partai sebagaimana termaktub dalam pasal 7 Anggaran Dasar;
b. Sembilan bintang bermakna idealisme partai yang memuat 9 {sembilan} nilai, yaitu kemerdekaan, keadilan,
kebenaran, kejujuran, kerakyatan, persamaan, kesederhanaan, keseimbangan, dan persaudaraan.
¢. Tulisan nama Partai dan singkatannya bermakna identitas diri partai yang berfungsi sebagal sarana
perjuangan aspirasi poliik rakyat Indonesia yang memiliki kehendak menciptakan tatanan kehidupan
bangsa yang demokratis;
d. Bingkai segi empat dengan garis ganda yang sejajar bermakna garis perjuangan Partai yang menempatkan
orientasi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, lahir dan batin, secara sejajar.
2. Arti warna adalah sebagai berikut ;
a. Putih, bermakna kesucian, ketulusan dan kebenaran yang menjadi etos perjuangan partai;
b. Hjau, bermakna kemakmuran lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi fujuan
perjuangan Partai;
¢. Kuning, bermakna kebangkitan Bangsa yang menjadi nuansa pembaharuan dan berpiiak pada
kemaslahatan umat manusia;
Pasal 2
Penggunaan Lambang
Lambang Partai digunakan pada atribut-atribut Partai yang ketentuan penggunaannya akan diatur lebih lanjut
oleh Dewan Pengurus Pusat dalam Peraturan Partai.

BABII
KEANGGOTAAN
Pasai 3

Jenis Keanggotaan

1. Anggota langsung adalah setiap warga negara Indonesia yang telah terdaftar secara syah menjadi anggota
Partai pada Cabang Partai setempat dan secara akfif melakukan fugas-tugas kepartaian serta mengikuti
kegiatan-kegiatan Partai;

2. Anggota tak langsung adalah warga negara Indonesia yang belumftidak terdaftar secara sah menjadi anggota
Partai pada Cabang Partai setempat dan secara akiif mengikuti kegiatan-kegiatan partai;

3.Anggota kehormatan adalah setiap orang yang dianggap telah berjasa kepada Partai atau orang-orang
tertentu yang dipilih dan disetujui penetapannya dalam Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat Partai.

Pasal 4
Persyaratan Menjadi Anggota

Persyaratan menjadi anggota partai adalah sebagai berikut :

a. Warga negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun dan/atau telah menikah:

b. Dapat membaca dan menufis;

¢. Menyetujui dan menerima Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Politik Partai.

Pasal 5
Tata Cara Pendaftaran Anggota

Tata cara pendaftaran untuk menjadi anggota Partai adalah sebagai berikut ;

a Mengajukan permintaan menjadi anggota kepada Dewan Pengurus Cabang melalyi Dewan Pengurus
Ranting setempat, disertai pernyataan persetujuan terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan
Politik Partai, dan membayar uang pangkal;

b. Apabila permintaan itu diluluskan, maka yang bersangkutan berstatus sebagai calon anggota selama enam
bulan dengan hak menghadiri kegiatan-kegiatan Partai yang dilakukan secara terbuka;

C. Apabila selama menjadi calon anggota yang bersangkutan menunjukkan hal-hal positif maka ia diterima

menjadi anggota secara penuh dan kepadanya diberikan Kartu Anggota Partai yang dikeluarkan oleh Dewan
Pengurus Cabang;
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5. Surat Pemberhentian sebagai anggota diterbitkan oleh dan atas keputusan Rapat Pleno Dewan Pengurus
Partai dimana ia terdaftar sebagi anggota;

6. Dalam hal seorang anggota yang menjabat suatu jabatan ferfentu di dalam Partai, maka keputusan
pemberhentian sementara atau pemberhentian ditetapkan oleh Dewan Pengurus Partai yang setingkat di
atasnya berdasarakan usulan Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagai anggota, setelah
melakukan Rapat Pleno;

7.Anggota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan dapat membela diri dengan mengajukan
permintaan peninjauan kembali atas keputusan tersebut kepada forum permusyawaratan tertinggi di
lingkungannya dan/atau Dewan Pengurus Partai yang lebih tinggi. Selanjutnya Rapat Pleno Dewan Pengurus
Partai dapat mengambil putusan atas permintaan itu.

BAB I
STRUKTUR ORGANISASI PARTAI
Pasal 12
Dewan Pengurus Pusat
1. Dewan Pengurus Pusat (DPP) adalah pimpinan tertinggi Partai yang bersifat kolekiif;
2. DPP memiliki wewenang:

a. Menetapkan kebijakan Partai di Tingkat Nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional serta Peraturan Partai;

b. Mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Cabang;

¢. Membekukan kepengurusan Dewan Pengurus Pusat di tingkat bawahnya dengan prosedur sebagaimana
diatur dalam pasal 22 Anggaran Rumah Tangga ini.

3. DPP berkewajiban:

a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran
Ruman Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional serta Peraturan Partai;

b. Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban kepada Muktamar.

Pasal 13
Dewan Pengurus Wilayah
1. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) adalah pimpinan Partai yang bersifat kolektif di Daerah Propinsi;
2. DPW memiliki wewenang:

a. Menetapkan kebijaksanaan Partai di Daerah Propinsi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional maupun Daerah Propinsi serta Peraturan Partai;

b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengurus Pusat untuk pengesahan komposisi dan personalia
Dewan Pengurus Cabang (DPC).

¢. Mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) dengan sungguh-
sungguh memperhatikan rekomendasi Dewan Pengurus Cabang yang bersangkutan;

3. DPW berkewajiban;

a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebikjasanaan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional maupun Daerah Propinsi serta Peraturan Partai.

b. Membuat laporan secara berkala kepada DPP;

¢. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Wilayah;

Pasal 14
Dewan Pengurus Cabang
1. Dewan Pengurus Cabang (DPC) adalah pimpinan Partai yang bersifat kolektif di Daerah Kabupaten/Kota;
2. DPC memiliki wewenang :

a. Menetapkan kebijaksanaan Partai di Daerah Kabupaten/Kota sesuai gengan Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional maupun Daerah Propinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota serta Peraturan Partai;

b.Mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Ranting (DPRt) dengan memperhatikan
rekomendasi DPAC, dan mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARY)
dengan sungguh-sungguh memperhatikan rekomendasi DPRt,

¢. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengurus Witayah untuk pengesahan kompaosisi dan personalisa
Dewan Pengurus Anak Cabang.

3. DPC berkewajiban :
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a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggran
Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional maupun Propinsi dan Kabupaten/ kota serta
Peraturan Partai;

b. Membuat laporan secara berkala kepada DPW;

¢. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada Musyawarah Cabang.

Pasal 15
Dewan Pengurus Anak Cabang
1. Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) adalah pimpinan partai yang bersifat kolektf di fingkat kecamatan;
2. DPAC memiliki wewenang:

a. Menetapkan kebijaksanaan Partai di tingkat kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional, Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan tingkat
Kecamatan serta Peraturan Partai; .

b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengurus Cabang untuk pengesahan komposisi dan personalia
Dewan Pengurus Ranting;

3. DPAC berkewajiban :

a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggran
Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional, Daerah Propinsi, tingkatdan Kabupaten/Kota,
dan tingkat Kecamatan, serta Peraturan Partai;

b. Membuat laporan secara berkala kepada DPC;

¢. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada Musyawarah Anak Cabang;

Pasal 16
Dewan Pengurus Ranting
1. Dewan Pengurus Ranting (DPRY) adalah pimpinan Partai yang bersifat kolekdif di tingkat Desa/Kelurahan;
2. DPRt memiiiki wewenang:

a. Menetapkan kebijaksanaan Partai di Tingkat Desa/Kelurahan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional, Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten/Kota,
Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan serta Peraturan Partai;

b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengurus Cabang (DPC) melalui Dewan Pengurus Anak Cabang
(DPAC) untuk mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Anak Ranfing;

¢. Menerima pendaftaran calon anggota partai disampaikan pada Dewan Pimpinan Cabang

3. DPRt berkewajiban :

a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggran
Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional, Daerah Propinsi, tingkat dan Kabupaten/Kota,
tingkat Kecamatan, dan tingkat Desa/Kelurahan, serta Peraturan Partai;

b. Membuat laporan secara berkala kepada DPAC;

¢. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada Musyawarah Ranting;

Pasal 17
Dewan Pengurus Anak Ranting
1. Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARY) adalah pimpinan Partal yang bersifat kolektif di tingkat Dusun/
lingkungan/ kawasan pemukiman;
2. DPARt memiliki wewenang:

a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan Partai sesuai dengan Anggaran dasar, Anggaran
Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional, propinsi, Kabupaten/ kota, Tingkat Kecamatan,
Tingkat Desa/Kelurahan, dan Tingkat Dusun/lingkungan/ kawasan pemukiman, serta Peraturan Partai;

b. Menetapkan dan  memberhentkan  komisaris/koordinator lapangan partai pada tingkat
dusun/ingkungan/kawasan pemukiman berdasarkan Rapat Pleno;

3. DPARt berkewajiban:

a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat Nasional, Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten/Kota,
Tingkat Kecamatan, Tingkat DesalKelurahan, Tingkat Dusunflingkungan/kawasan pemukiman, serta
Peraturan Partai;

b. Membuat iaporan secara berkala kepada DPRt

¢. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada Musyawarh Anak Ranting
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Pasal 18
Struktur Organisasi Kepengurusan Partai mengikuti struktur administratif pemerintahan.

Pasal 19
Ketentuan mengenai DPC sebagaimana diatur dalam pasal 14 ART ini berlaku juga untuk perwakilan partai di
luar negeri.

BAB IV
KEDUDUKAN, WEWENANG DAN TUGAS DEWAN PENGURUS
Pasal 20

1. Dewan Syura adalah dewan pimpinan kolektif yang terdiri dari para ulama dan para ahli serta mencerminkan
representasi daerah, sebagai pemegang amanah kepemimpinan partai tertinggi disetiap tingkatan.

2. Dewan Syura di Tingkat Pusat beranggotakan beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.

3. Dewan Syura di Tingkat Wilayah beranggotakan beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.

4. Dewan Syura di Tingkat Cabang beranggotakan beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.

5. Dewan Syura di Tingkat Anak Cabang beranggotakan beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.

6. Dewan Syura di Tingkat Ranting beranggotakan beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.

7. Dewan Syura di Tingkat Anak Ranting beranggotakan beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.

8. Susunan Dewan Syura di Tingkat Pusat terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa orang Ketua, seorang
Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris dan beberapa orang anggota. Sedangkan susunan Dewan
Syura di tingkat Wilayah, Cabang, Anak Cabang, Ranting dan Anak Ranting terdiri dari seorang Ketua,
beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris dan beberapa orang
anggota.

9.Dewan Syura Memiliki wewenang untuk mengawasi dan memberikan pertimbangan terhadap kebijakan
umum partai berdasarkan Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan putusan forum-forum
permusyawaratan partai,

10. Dewan Syura memiliki tugas:

a. Memelihara kemurnian perjuangan partai sesuai dengan Aanggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,
putusan forum-forum permusyawaratan partai dan peraturan partai.

b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan umum partai oleh Dewan Tanfidz.

¢. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada forum permusyawaratan terfinggi partai
ditingkatannya masing-masing.

11. Tata cara pengambilan keputusan Dewan Syura adalah sebagai berikut:

a. Putusan Dewan Syura diambil daiam rapat Dewan Syura yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua
pertiga (2/3) anggota Dewan Syura;

b. Pengambilan keputusan ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat;

¢. Dalam hal tidak dapat dicapai mufakat, putusan dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya
dua pertiga (2/3) peserta rapat;

d. Putusan Dewan Syura ditetapkan melalui surat keputusan Dewan Syura.

12. Di setiap tingkatan kepengurusan Dewan Syura diharuskan mengakomodir unsur perempuan.
Pasal 21

1.Dewan Tanfidz adalah Dewan Pelaksana Harian yang bertugas mengelola organisasi partai di setiap
fingkatan;

2.Dewan Tanfidz di Tingkat Pusat dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Muktamar untuk masa jabatan
lima tahun;

3. Dewan Tanfidz di Tingkat Wilayah dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Wilayah untuk
masa jabatan lima tahun.

4.Dewan Tanfidz di Tingkat Cabang dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Cabang untuk
masa jabatan lima tahun.

5.Dewan Tanfidz di Tingkat Anak Cabang dipilih oleh dan berfanggungjawab kepada Musyawarah Anak
Cabang untuk masa jabatan lima tahun.

6. Dewan Tanfidz di Tingkat Ranting dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Ranting untuk
masa jabatan lima tahun.

7. Dewan Tanfidz di Tingkat Anak Ranting dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Anak Ranting
untuk masa jabatan lima tahun.



8. Dewan Tanfidz di Tingkat Pusat terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris

Jenderal, beberapa Wakif Sekretaris Jenderal, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

9. Dewan Tanfidz mulai dari tingkat Wilayah sampai Tingkat Anak Ranting terdiri dari Ketua, beberapa Wakil

Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, dan beberapa Wakil Bendahara.

10. Dewan Tanfidz memifiki wewenang :

a. Menentukan pola pengelolaan partai sesuai dengan kebijaksanaan Dewan Syura serta berdasarkan
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan forum-forum permusyawaratan partai, dan peraturan
partai.

b. Membentuk perangkat dan kelengkapan partai di tingkatannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan
dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

11. Dewan Tanfidz memiliki tugas;

a. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan forum-forum permusyawaratan Partai,
dan kebijakan Dewan Syura.

b. Mengelola organisasi dan program-program Partai secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian
tujuan Partai.

¢. Menyampaikan laporan pertangungjawaban kepada forum permusyawaratan teringgi Partai di
tingkatannya masing-masing.

12. Di sefiap tingkatan kepengurusan Dewan tanfidz diharuskan mengakomodir unsur perempuan.

BABV
LOWONGAN ANTAR WAKTU
Pasal 22
1. Lowongan antar waktu personaiia Dewan Pengurus Partai terjadi kerana
a. meninggal dunia;
b.  mengundurkan diri;
¢. diberhentikan.

2. Pemberhentian Personalia Dewan Pengurus Partai hanya dapat dilakuakan melalui Rapat Pleno Dewan
Pengurus Partai berdasarkan alasan-alasan yang kuat secara organisatoris dan tidak bertentangan dengan
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai.

Pasal 23

1. Pengisian lowongan antar waktu personalia Dewan Pengurus Partai dilakukan oleh Rapat Pleno Dewan
Pengurus

2. Sebelum ada keputusan pengisian lowongan antar waktu, maka Dewan Pengurus Partai dapat mengisi
lowongan tersebut dengan menunjuk pejabat sementara yang disahkan melalui surat keputusan Dewan
Pengurus Partai pada tingkatan masing-masing melalui rapat pleno.

BAB Wi
PEMBEKUAN DEWAN PENGURUS
Pasal 24
1. Dewan Pengurus Pusat dapat membekukan Dewan Pengurus Partai di tingkat bawahnya, yang pengambilan
keputusannya ditetapkan sekurang-kurangnya melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai;
2. Alasan pembekuan harus kuat secara organisatoris dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga dan peraturan partai;
3. Sebelum pembekuan teriebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak figa kali untuk memperbaiki
pelanggarannya;
4. Seteiah pembekuan ferjadi, maka kepengurusan Dewan Pengurus Partai dipegang oleh kepengurusan
setingkat lebih tinggl, atau membentuk caretaker sebagai pengurus sementara.
5.Penqurus sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, bertugas mempersiapkan
penyelenggaraan musyawarah menurut ingkatan yang akan memilih kepengurusan baru.
6. Selambat-lambatnya tiga (3) bulan setelah pembekuan, harus sudah terselenggara musyawarah menurut
tingkatannya untuk memilih kepengurusan baru.
Pasal 25
Ketentuan tentang mekanisme dan tata cara pembekuan pengurus di atas akan diatur febih lanjut dalam

3 edmy
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BAB VIl
PERANGKAT DAN KELENGKAPAN PARTAI
Pasal 26

Lembaga-lembaga

1.Lembaga adalah perangkat khusus Partai yang merupakan alat pengabdian dan perjuangan Partai dalam
bidang-bidang ekonomi, hukum, sosial, pendidikan dan kebudayaan;

2. Lembaga dibentuk oleh Dewan Pengurus Partai sesuai kebutuhan:

3.Lembaga memiliki struktur organisasi sendiri dari tingkat pusat sampai ke tingkat Cabang sesuai dengan
potensi Cabang;

4.Lembaga berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Partai menurut
tingkatannya.

5. Untuk meningkatkan optimalisasi peran dan fungsi Partai, maka dapat dibentuk Dewan Penasehat, Dewan
Pakar, Badan Pengawas Keuangan, Badan Pemenangan Pemilu dan lembaga lainnya sesuai dengan
kebutuhan.

Pasat 27
Badan Otonom

1. Badan otonom adalah perangkat partai yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan partai, khususnya
vang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan merupakan basis massa serta sumber kader Partai
di berbagai segmen dan/atau lapisan sosial masyarakat;

2. Badan otonom untuk segmen pemuda ialah Gerakan Pemuda Kebangkutan Bangsa yang disingkat GARDA
BANGSA,;

3.Badan otonom untuk kaum perempuan ialah Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa yang disingkat
PPKB:

4. Badan otonom untuk masyarakat selain yang dimaksud dalam ayat {2) dan (3) Pasal ini, dapat dibentuk
menurut kebutuhan Partai dan diputuskan oleh Dewan Pengurus Pusat,

Pasal 28

1. Susunan organisasi dan kepengurusan Badan Otonom diatur di dalam Peraturan Dasar dan Peraturan
Rumah Tangga masing-masing;

2. Badan Otonom berkewajiban menyesuaikan asas, tujuan, dan usahanya dengan Partai;

3. Keputusan permusyawaratan tertinggi Badan Otonom yang menyangkut Peraturan Dasar dan Peraturan
Rumah Tangga harus mendapat persetujuan Dewan Pengurus Pusat, balk secara keseluruhan maupun
dengan perubahan;

4 Keputusan permusyawaratan tertinggi Badan Otonom yang tidak menyangkut Peraturan Dasar dan Peraturan
Rumah Tangga harus dilaporkan kepada Dewan Pengurus Partai menurut tingkatan masing-masing. Dewan
Pengurus Partai berhak mengadakan peribahan, jika terdapat hal-hal yang bertentangan dan /atau tidak
sesuai dengan garis kebijakan dan politik partai.

Pasal 29
Departemen-departemen

1. Departemen adalah kelengkapan partai di tingkat Pusat yang berfungsi sebagai unit pelaksana program-
program Dewan Pengurus Pusat;

2. Departemen-departemen dibentuk dan koordinasikan oleh Dewan Pengurus Partai.

Pasal 30
Biro-Biro

1. Biro adalah kelengkapan partai di Daerah Propinsi yang berfungsi sebagai unit pelaksana program-program
Dewan Pengurus Wilayah;

Z. Biro-biro dibentuk dan dikoordinasikan oieh Dewan Pengurus Wilayah.

Pasal 31
Divisi - divisi

1. Divisi-divisi adalah kelengkapan partai di Daerah Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai unit pelaksana
program-program Dewan Pengurus Cabang;

2. Divisi-divisi dibentuk dan dikoordinasikan oleh Dewan Pengurus Cabang.

Pasal 32

Seksi-seksi
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1. Seksi adalah kelengkapan partai di ingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berfungsi sebagai unit
pelaksana program-program Dewan Pengurus Anak Cabang atau Dewan Pengurus Ranting;
2. Seksi dibentuk dan dikoordinasikan oleh Dewan Pengurus Anak Cabang atau Dewan Pengurus Ranting.
Pasal 33
Perangkat Partai Lainnya

Untuk meningkatkan optimalisasi peran dan fungsi partai, maka dapat dibentuk Dewan Perimbangan, Dewan
Pakar, Badan Pengawas keuangan, Badan Pemenangan Pemilu dan lembaga lainnya sesuai dengan
kebutuhan.

BAB VHI
FRAKSI
. Pasal 34 .
1. Partai membentuk Fraksi di sefiap Lembaga Permusyawaratan/ Perwakilan rakyat dan disebut Fraksi
Kengkitan Bangsa, disingkat FKB;
2. Fraksi merupakan perangkat Partai yang berfungsi sebagai organ pelaksana kebijaksanaan partai untuk
memeperjuangkan cita-cita dan tujuan partai di dalam Lembaga Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat:
3. Fraksi bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Partai sesuai tingkatannya;
4. Pimpinan Fraksi menyampaikan laporan kegiatannya secara berkala kepada Dewan pengurus Partai sesuai
dengan tingkatannya.
Pasal 35
1. Fraksi Kebangkitan Bangsa di Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan
oleh Dewan Pengurus Pusat;
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | ditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah;
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ii ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang;
4. Tata kerja Fraksi Kebangkitan Bangsa diatur dalam Peraturan Partai.

BABIX
PERMUSYAWARATAN
Pasal 36
Muktamar
1. Muktamar merupakan forum permusyawaratan tertinggi Partai yang berfungsi sebagai representasi dari
pemegang kedaulatan partai dan diadakan setiap 5 {lima) tahun sekali;
2. Muktamar memiliki wewenang :

a. Menilai faporan pertanggung jawaban Dewan Pengurus Pusat;

b. Menetapkan dan/atau merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rrumah Tangga:

¢. Menetapkan Garis-Garis Besar Program Perjuangan Partai untuk 5 (lima} tahun ke depan;

d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Syura:

e. Memifih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Tanfidz yang telah mendapatkan persetujuan Ketua Umum
Dewan Syura terpilih;

f. Memilih beberapa orang anggota formatur yang bersama dengan Ketua Umum Dewan Syura dan Ketua
Umum Dewan Tanfidz terpilih bertugas untuk melengkapi susunan Dewan Pengurus Partaj;

g. Membuat dan menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap periu.

3. Muktamar diselenggarkan oleh Dewan Pengurus Pusat;
4. Peraturan tata tertib Muktamar ditetapkan oleh Muktamar.

Pasal 37
1. Peserta Muktamar adalah :

a. Anggota Dewan Pengurus Pusat, Ketua Departemen, Ketua Lembaga, dan Ketua Badan Otonom Tingkat
Pusat;

b. Utusan Dewan Pengurus Wilayah yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Dewan Syura, Ketua dan
Sekretaris Dewan Tanfidz, dan seorang lainnya dari unsur perempuan yang dipilih oleh dan dari Dewan
Pengurus Wilayah;

¢. Utusan Dewan Pengurus Cabang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Dewan Syura, Ketua dan Sekretaris
Dewan Tanfidz dan seorang lainnya dari unsur perempuan.

d. Pengurus Fraksi Partai di ilembaga Perwakilan Rakyat di tingkat Pusat.
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2. Setiap peserta Muktamar mempunyai hak bicara;
3. Setiap DPC dan DPW memiliki 1 (satu) hak suara;
4.Setiap DPC dan DPW berhak atas tambahan sebanyak-banyaknya 3 {tiga) hak suara apabila dapat
menempatkan wakil di Lembaga Perwakilan menurut tingkatannya. Untuk 5 (tima) orang wakil dan sefiap
kelipatannya dihitung 1 (satu) hak suara;
5. Dewan Pengurus Pusat secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara
Pasal 36
1. Muktamar adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnnya dua pertiga {2/3) jumiah wilayah dan cabang
yang sah;
2. Sidang-sidang Muktamar sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir;
3. Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua(1/2) jumiah peserta yang hadir.
4. Keputusan Multamar tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai sah apabila
disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) jumiah peserta yang hadir;
. Pemilihan mengenai orang dalam Muktamar dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan
demokratis.
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Pasal 39

1. Rancangan materi Muktamar disiapkan oleh Dewan Pengurus Pusat dan disampaikan kepada seluruh Dewan
Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Muktamar
berlangsung;

2. Muktamar dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasat 40
Muktamar Luar Biasa

1. Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila terdapat keadaan yang dinilai dapat mengancam
keberlangsungan hidup Partai;

2. Muktamar Luar Biasa dapat diadakan berdasarkan permintaan dari lebih dari setengah jumiah Dewan
Pengurus Cabang yang sah yang berasal dari lebih dari setengah jumliah Dewan Pengurus Wilayah yang sah.

3. Ketentuan-ketentuan mengenai Muktamar berlaku pada Mukiamar Luar Biasa kecuali ketentuan tentang
rancangan materi Muktamar, yaitu harus disampaikan kepada seluruh Dewan pengurus Wilayah dan Dewan
Pengurus Cabang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Muktamar Luar Biasa berlangsung.

Pasal 41
Musyawarah Kerja Nasiona!

1. Musyawarah Kerja Nasional merupakan forum permusyawaratan pada tingkat Nasional untuk mengevaluasi
serta membahas kineria dan program-program Partai, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan
keputusan-keputusan Muktamar dan masalah-masaiah lainnya yang dianggap penting;

2. Musyawarah Kerja Nasional diadakan Dewan Pengurus Pusat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu
periode;

3. Peraturan tata tertib Musyawarah Kerja Nasional ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 42

1. Peserta Musyawarah Kerja Nasional adalah anggota Dewan Pengurus Pusat dan Utusan Dewan Pengurus
Wilayah Partai;

2. Musyawarah Kerja Nasional adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta
Musyawarah. Dalam pengambilan putusan sefiap peserta mempunyai satu hak suara;

3. Musyawarah Kerja Nasional dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat

Pasal 43
Musyawarah Pimpinan

1. Musyawarah Pimpinan merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masaiah-masaiah yang
berkaitan dengan perkembangan situasi pariai dan kehidupan nasional yang dinilai strategis;

2. Musyawarah pimpinan dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pengurus Pusat sesuai dengan
kebutuhan;

3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Pimpinan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 44

1. Peserta Musyawarah Pimpinan adalah anggota Dewan Pengurus Pusat dan Ketua Dewan Syura dan Ketua

Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Witayah;
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2. Musyawarah Pimpinan adalah sah bila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumiah peserta. Dalam
pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara;

3. Musyawarah Pimpinan dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 45
Musyawarah Wilayah

1. Musyawarah Wilayah merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada tingkat Wilayah yang diadakan oleh
Dewan Pengurus Wilayah setiap 5 (lima) tahun sekali

2. Musyawarah Wilayah memiliki wewenang :

a. Menilai Laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Wilayah;

b. Menetapkan pokok-pokok program Dewan Pengurus Wilayah untuk 5 (lima) tahun ke depan;

¢. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Syura;

d. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Tanfidz yang telah mendapatkan persetujuan Ketua Dewan Syura
terpilih;

e. Memilih beberapa orang anggota formatur yang bersama dengan Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan
Tanfidz terpilih bertugas untuk melengkapi susunan Dewan Pengurus Partai;

f. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap periu.

3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Wilayah ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah
Pasal 46

1. Peserta Musyawarah Wilayah adalah :

a. Anggota Dewan Pengurus Wilayah, Ketua Biro, Ketua Lembaga, dan Ketua Badan Otonom fingkat Wilayah;

b.Utusan Dewan Pengurus Cabang yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Dewan Syura, Ketua dan
Sekretaris Dewan Tanfidz, dan seorang lainnya dari unsur perempuan yang dipilih oleh dan dari Ddewan
Pengurus Cabang;

¢. Pimpinan Fraksi Partai di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Setiap peserta Musyawarah Wilayah mempunyai hak bicara.

3. Sefiap DPC memiliki 1 (satu) hak suara;

4. Setiap DPC berhak atas tambahan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) hak suara apabila dapat menempatkan wakil
di Lembaga Perwakilan menurut tingkatannya. Untuk 5 (lima) orang wakil dan setiap kelipatannya dihitung 1
{satu) hak suarg;

5. Dewan Pengurus Wilayah secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara.

Pasal 47

1. Musyawarah Wilayah adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) jumiah Cabang Partai
yang sah;

2. Sidang-sidang Musyawarah Wilayah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang
hadir;

3. Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua(1/2) jumlah peserta yang hadir;

4. Pemilihan mengenai orang daiam Musyawarah Wilayah dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil,
dan demokratis.

Pasat 48

1. Rancangan materi Musyawarah Wilayah disiapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah dan disampaikan kepada
seluruh Dewan Pengurus Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Wilayah
berlangsung;

2. Musyawarah Wilayah dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah.

Pasal 49
Musyawarah Kerja Wilayah
-Musyawarah Kerja Wilayah merupakan forum permusyawaratan pada tingkat Wilayah untuk mengevaluasi
serta membahas kinerja dan program-program Dewan Pengurus Wilayah, membahas masalah-masalah vang
berkaitan dengan keputusan-keputusan Musyawarah Wilayah, dan masalah-masalah lain yang dianggap
penting;

2. Musyawarah kerja wilayah diadakan oieh Dewan Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya dua (2) kali dalam
satu periode;

3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Wilayah ditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah.
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Pasal 50
.Peserta Musyawarah Kerja Wilayah adalah anggota Dewan Pengurus Wilayah dan utusan dari Dewan
Pengurus Cabang Partai;
-Musyawarah Kerja Wilayah adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta
musyawarah. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai Satu hak suara;

3. Musyawarah kerja wilayah dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah.

1

Pasal 51
Musyawarah Pimpinan Wilayah
-Musyawarah Pimpinan Wilayah merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah
yang berkaitan dengan perkembangan situasi partai dan kehidupan di Daerah Propinsi yang dinilai strategis;

2. Musyawarah Pimpinan Wilayah dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pengurus Wilayah sesuai dengan

kebutuhan;

3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah.

1

Pasal 52
. Peserta Musyawarah Pimpinan Wilayah adalah anggota Dewan Pengurus Wilayah dan Ketua Dewan Syura
dan Ketua Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Cabang;

2. Musyawarah Pimpinan Wilayah adalah sah bila dihadiri oleh lebin dari seperdua(1/2) jumlah peserta. Dalam

3
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pengambilan putusan sefiap peserta mempunyai satu hak suara:
.Musyawarah Pimpinan Wilayah dipimpin oleh Dewan Pengurus Witayah.
Pasal 53
Musyawarah Cabang
.Musyawarah Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada tingkat Cabang yang diadakan oleh
Dewan Pengurus Cabang sefiap 5 (lima) tahun sekali;

2. Musyawarah Cabang memiliki wewenang :

(o8

A

(4]

—

a. Menilai Laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang;

b. Menetapkan pokok-pokok program Dewan Pengurus Cabang untuk 5 (lima) tahun ke depan;

¢. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Syura; Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Tanfidz yang telah
mendapatkan persetujuan Dewan Syura terpilih;

d. Memiiih beberapa orang anggota formatur yang bersama dengan Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan
Tanfidz terpilih bertugas untuk melengkapi susunan Dewan Pengurus Partai;

e. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap periu.

. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang ditetapkan oleh Musyawarah Cabang.

Pasal 54

. Peserta Musyawarah Cabang adalah :

a Anggota Dewan Pengurus Cabang, Ketua Divisi, Ketua Lembaga, dan Ketua Badan Otonom tingkat
Cabang;

b. Utusan Dewan Pengurus Anak Cabang yang terdiri ketua dan sekretaris Dewan Syura, Ketua dan
Sekretaris Dewan Tanfidz, dan seorang lainnya dari unsur perempuan yang dipilih oleh dan dari Dewan
Pengurus Anak Cabang;

¢. Pimpinan Fraksi Partai di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

. Untuk DPC yang jumiah DPAC-nya kurang dari 4 {empat) maka peserta Musyawarah Cabang ditambah
dengan utusan dari seluruh DPRt (Dewan Pengurus Ranting) dan memiliki hak yang sama dengan utusan
DPAC.

. Setiap peserta Musyawarah Cabang mempunyai hak bicara;

. Setiap Dewan Pengurus Anak Cabang mempunyai 1 (satu) hak suara;

. Dewan Pengurus Cabang secara kolektif mempunyai hak 1 (satu) suara.

Pasal 55

. Musyawarah Cabang adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) jumiah Anak Cabang
Partal yang sah;

. Sidang-sidang Musyawarah Cabang sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumiah peserta yang
hadir;

. Keputusan sah apabiia disetujui oleh lebih dari seperdua (1/2) jumiah peserta yang hadir;

. Pemilihan mengenai orang dalam Musyawah Cabang dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil,
dan demokratis.
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Pasal 56
1. Rancangan materi Musyawarah Cabang disiapkan oleh Dewan Pengurus Cabang dan disampaikan kepada
seluruh Dewan Pengurus Anak Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Cabang
berlangsung;
2. Musyawarah Cabang dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang.
 Pasal57
Musyawarah Kerja Cabang
1. Musyawarah Kerja Cabang merupakan forum permusyawaratan pada tingkat Cabang untuk mengevaluasi
serta membahas kinerja dan program-program Dewan Pengurus Cabang, membahas masalah-masalah yang
berkaitan dengan keputusan-keputusan Musyawarah Cabang, dan masalah-masalah lain yang dianggap
penting;
2. Musyawarah Kerja Cabang diadakan oleh Dewan Pengurus Cabang sekurang-kurangnya dua {2} kali dalam
satu periode;
3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Cabang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang.
Pasal 58
1. Peserta Musyawarah Kerja Cabang adalah anggota Dewan Pengurus Cabang dan utusan dari Dewan
Pengurus Anak Cabang Partai;
2. Musyawarah Kerja Cabang adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumiah peserta
musyawarah. Dalam pengambilan putusan sefiap peserta mempunyai satu hak suara:
3. Musyawarah Kerja Cabang dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang.
Pasal 59
Musyawarah Pimpinan Cabang
1. Musyawarah. Pimpinan Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah
yang berkaitan dengan perkembangan situasi partai dan kehidupan di Daerah Kabupaten/Kota yang dinilai
strategis;
2. Musyawarah Pimpinan Cabang dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pengurus Cabang sesuai dengan
kebutuhan;
3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang.
Pasal 60
1. Peserta Musyawarah Pimpinan Cabang adalah anggota Dewan Pengurus Cabang dan Ketua Dewan Syura
dan Ketua Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Anak Cabang;
2. Musyawarah Pimpinan Cabang adalah sah bila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumiah peserta. Dalam
pengambilan putusan Setiap peserta mempunyai satu hak suara;
3. Musyawarah Pimpinan Cabang dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang.
Pasal 61
Musyawarah Anak Cabang
1. Musyawarah Anak Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada fingkat Anak Cabang yang
diadakan oleh Dewan Pengurus Anak Cabang sefiap (5) tahun sekali.
2. Musyawarah Anak Cabang memiliki wewenang ;
a. Menilai Laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Anak Cabang;
b. Menetapkan pokok-pokok program Dewan Pengurus Anak Cabang untuk 5 (fima) tahun ke depan;
¢. Memifih dan menetapkan Ketua Dewan Syura;
d. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Tanfidz yang telah mendapatkan persetujuan Ketua Dewan Syura
terpilih;
e. Memilih beberapa orang anggota formatur yang bersama dengan Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan
Tanfidz terpilih bertugas untuk melengkapi susunan Dewan Pengurus Partai;
f. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Anak Cabang ditetapkan oleh Musyawarah Anak Cabang;
Pasal 62
1. Peserta Musyawarah Anak Cabang adalah :
a. Pengurus Anak Cabang, Ketua Seksi dan Ketua Badan Otonom tingkat Anak Cabang;
b. Utusan Dewan Pengurus Ranting yang terdiri dari ketua dan sekretaris Dewan Syura, Ketua dan Sekretaris

Dewan Tanfidz, dan secrang lainnya dari unsur perempuan yang dipilih oleh dan dari Dewan Pengurus
Ranting.
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2. Setiap peserta Musyawarah Anak Cabang mempunyai hak bicara;
3. Setiap Dewan Pengurus Ranting mempunyai 1 (satu) hak suara;
4. Dewan Pengurus Anak Cabang secara kolektif mempunyai 1 (satu) hak suara.
Pasal 63
1. Musyawarah Anak Cabang adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) jumiah Dewan

Pengurus Ranting Partai vang sah;

2. Sidang-sidang Musyawarah Anak Cabang sah apabila dinadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumiah peserta
yang sah;

3. Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua(1/2) jumiah peserta yang hadir;

4. Pemilihan mengenai orang dalam Musyawarah Anak Cabang dilakukan secara langsung, bebas, rahasia,
jujur, adil, dan demokratis.

Pasal 64

1. Rancangan materi Musyawarah Anak Cabang disiapkan oleh Dewan Pengurus Anak Cabang dan
disampaikan kepada seluruh Pengurus Ranting selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah

Anak Cabang berlangsung;

2. Musyawarah Anak Cabang dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Cabang.
Pasal 65
Musyawarah Kerja Anak Cabang
1. Musyawarah Kerja Anak Cabang merupakan forum permusyawaratan pada tingkat Anak Cabang untuk
mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Dewan Pengurus Anak Cabang, membahas
masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Musyawarah Anak Cabang, dan masalah-
masalah lain yang dianggap penting;
2. Musyawarah Kerja Anak Cabang diadakan oleh Dewan Pengurus Anak Cabang sekurang-kurangnya dua kali
dalam satu periode;
3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Anak Cabang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Anak Cabang.
Pasal 66
1. Peserta Musyawarah Kerja Anak Cabang adalah anggota Dewan Pengurus Anak Cabang dan utusan dari
Dewan Pengurus Ranting Partai;
2. Musyawarah Kerja Anak Cabang adalah sah apabila dinadiri oien lebih dari seperdua jumiah peserta
musyawarah. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara;
3. Musyawarah Kerja Anak Cabang dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Cabang.
Pasal 67
Musyawarah Ranting
1. Musyawarah Ranting merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada tingkat Ranting yang diadakan oleh
Dewan Pengurus Ranting setiap 5 (lima) tahun sekali.
2. Musyawarah Ranting memifiki wewenang :

a. Menilai Laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Ranting;

b. Menetapkan pokok-pokok program Dewan Pengurus Ranting untuk 5 {lima) tahun ke depan;

¢. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Syura;

d. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Tanfidz yang telah mendapatkan persetujuan Ketua Dewan Syura
terpilih;

e. Memilih beberapa orang anggota formatur yang bersama dengan Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan
Tanfidz terpilih bertugas untuk melengkapi susunan Dewan Pengurus Partai;

f. Menetapkan keputusan-keputusan iain yang dianggap periu.

3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Ranting ditetapkan oleh Musyawarah Ranting.
Pasal 68

1. Peserta Musyawarah Ranting adalal

2. Anggota Dewan Pengurus Ranﬁng Ketua Seksi dan Ketua Badan Otonom Tingkat Ranting.

b. Utusan Dewan Pengurus Anak Ranting yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Dewan Syura, Ketua dan
Sekretaris Dewan Tanfidz, dan seorang lainnya dari unsur perempuan yang dipilih oleh dan dari Dewan
Pengurus Anak Ranting;

c. Dalam keadaan tertentu di mana Dewan Pengurus Anak Ranting beium terbentuk, maka peserta
Musyawarah Ranting adalah anggota Ranting Partai yang sah;

2. Sefiap peserta Musyawarah Ranting mempunyai hak bicara;
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3. Setiap peserta Musyawarah Ranting mempunyai satu hak suara.
Pasal 69
1. Musyawarah Ranting adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) jumlah Dewan
Pengurus Anak Ranting Partai dan/atau anggota Ranting yang sah;
2. Sidang-sidang Musyawarah Ranting sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua(1/2) jumlah peserta yang
hadir;
3. Keputusan sah apabila disetujui oleh tebin dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir;
4. Pemilihan mengenai orang dalam Musyawarah Ranting dilakukan secara fangsung, bebas, rahasia, jujur, adi,
dan demokratis.
Pasal 70
1. Rancangan materi Musyawarah Ranting disiapkan oleh Dewan Pengurus Ranting dan disampaikan kepada
Dewan pengurus Anak Ranting danfatau seluruh anggota Ranting selambat-lambatnya 1 (satu) bulan
sebelum Musyawarah Ranting berfangsung;
2. Musyawarah Ranting dipimpin oleh Dewan Pengurus Ranting.
Pasal 71
Musyawarah Kerja Ranting
1. Musyawarah Kerja Ranting merupakan forum permusyawaratan pada tingkat Ranting untuk mengevaluasi
serta membahas kinerja dan program-program Dewan Pengurus Ranting, membahas masalah-masalah yang
berkaitan dengan keputusan-keputusan Musyawarah Ranting, dan masalah-masalah lain yang dianggap
penting;
2. Musyawarah Kerja Ranting diadakan oleh Dewan Pengurus Ranting sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam
satu periode;
3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Ranting ditetapkan oleh Dewan Pengurus Ranting.
Pasai 72
1. Peserta Musyawarah Kerja Ranting adalah anggota Dewan Pengurus Ranting dan utusan dari Dewan
Pengurus Anak Ranting dan/atau beberapa orang anggota yang dipilih oleh Dewan Pengurus Ranting partai;
2. Musyawarah Kerja Ranting adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumian peserta
musyawarah. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suarg;
3. Musyawarah Kerja Ranting dipimpin oleh Dewan Pengurus Ranting.
Pasal 73
Musyawarahi Anak Ranting
1. Musyawarah Anak Ranting merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada fingkat Anak Ranfing yang
diadakan oleh Dewan Pengurus Anak Ranting setiap 5 (lima) tahun sekali.
2. Musyawarah Anak Ranting memiliki wewenang :
a. Menilai Laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Anak Ranting;
a. Menetapkan pokok-pokok program Dewan Pengurus Anak Ranting untuk 5 (lima) tahun ke depan;
b. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Syura;
¢. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Tanfidz yang telah mendapatkan persetujuan Ketua Dewan Syura
terpilih;
d. Memiith beberapa orang anggota formatur yang bersama dengan Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan
Tanfidz terpilih bertugas untuk melengkapi susunan Dewan Pengurus Partai;
e. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap periu.
3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Anak Ranting ditetapkan oleh Musyawarah Anak Ranting.
Pasal 74
1. Peserta Musyawarah Anak Ranting adalah anggota Dewan Pengurus Anak Ranting, Ketua Badan Otonom
tingkat Anak Ranting dan seluruh anggota yang sah.
2. Seliap peserta Musyawarah Anak Ranting mempunyai hak bicara;
3. Setiap peserta Musyawarah Anak Ranting mempunyai satu hak suara.
Pasal 75
1. Musyawarah Anak Ranting adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) jumiah anggota
yang sah;
2. Sidang-sidang Musyawarah Anak Ranting sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua {1/2) jumiah peserta
yang hadir;

3. Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua {1/2} jumiah peserta yang hadir;

XXVI




4 Pemilihan mengenai orang dalam Musyawarah Anak Ranting dilakukan secara langsung, bebas, rahasia,
jujur, adil, dan demokratis.
Pasal 76
1.Rancangan materi Musyawarah Anak Ranting disiapkan oleh Dewan Pengurus Anak Ranting dan
disampaikan kepada seluruh anggota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Anak Ranting
berlangsung;
2. Musyawarah Ranting dipimpin oleh Dewan Pengurus Ranting.
Pasal 77
Musyawarah Kerja Anak Ranting
1. Musyawarah Kerja Anak Ranting merupakan forum permusyawaratan pada tingkat Anak Ranting unfuk
mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Dewan Pengurus Anak Ranting, membahas
masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Musyawarah Anak Ranfing, dan masalah-
masalah lain yang dianggap penting;
2. Musyawarah Kerja Anak Ranting diadakan oleh Dewan Pengurus Raniing sekurang-kurangnya 2 {dua) kali
dalam satu periode;
3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Anak Ranting ditetapkan oleh Dewan Pengurus Anak Ranting.
Pasal 78
1. Peserta Musyawarah Kerja Ranting adalah anggota Dewan Pengurus Anak Ranting dan beberapa orang
anggota yang dipifih oleh Dewan Pengurus Anak Ranting partai;
2. Musyawarah Kerja Anak Ranting adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua {1/2) jumiah peserta
musyawarah. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suarg;
3. Musyawarah Kerja Anak Ranting dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Ranting.

BAB X
RAPAT - RAPAT
Pasal 79

Jenis-jenis Rapat Partai adalah sebagai berikut :

a.Rapat Pleno Dewan Pengurus : yaifu rapat yang diadakan oleh Dewan Pengurus Partai sekurang-
kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila dipandang periu dan dihadiri oleh anggota
Dewan Syurz, Dewan Tanfidz, Pengurus tembaga, Pengurus Badan Otonom, dan Pengurus
Departemen/Biro/Bagian/Seksi;

b. Rapat Dewan Syura: yaitu rapat yang diadakan dan dihadiri oleh Dewan Syura, sekurang-kurangnya sekali
dalam 3 {tiga) bulan, dan bila dopandang periu dapat pula dihadiri oleh seluruh/sebagian anggota Dewan
Tanfidz, Lembaga, Badan Ctonom, Departemen/Biro/Bagian yang dipandang peru ;

¢. Rapat Dewan Tanfidz : yaitu rapat yang diadakan dan dihadiri oleh Dewan Tanfidz sekurang-kurangnya
sekali dalam 3 (figa) bulan, dan bila dipandang perlu dapat pula dihadiri oleh seluruh/sebagian anggota
Dewan Tanfidz, Lembaga, Badan Gionom, Depariemen/Biro/Bagian yang dianggap periu;

d. Rapat-repat lain bila dipandang perlu;

e. Rapat dianggap sah bila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumiah peserta rapat yang seharusnya hadir.

BAB X!
KEUANGAN
Pasal 80

1. Besar uang pangkal angggota ditetapkan oleh Dewan Penguius Pusat;

2. Besarnya uang iuran anggota ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang;

3. Uang pangkal dan uang iuran anggota ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang dan dialokasikan sebagai
berikut :

a. Dewan Pengurus Pusat memperoleh 10 (sepuluh) persen;

b. Dewan Pengurus Wilayah memperoleh 20 (dua puiuh) persen;

¢. Dewan Pengurus Cabang memperoieh 70 {tujuh puluh) persen.

4. Hai-hal yang menyangkut keuangan Partai dilaporkan secara terfulis oieh Bendahara Partai kepada seluruh
Dewan Pengurus Partai menurut ingkatannya sekurang-kurangnya 1 {satu) kali daiam tahun buku yang
bersangkutan.

5. Tahun buku Partal dimulal setelah terpilihnya Dewan Pengurus Partai yang baru pada sefiap fingkatan dan

berakhir pada tahun berikutnya.
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BAB Xil
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 81
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengurus
Pusat melalui Peraturan-peraturan Partai;
2. Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dirubah oleh muktamar;
3. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggai ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggat : 19 Januari 2002

MABDA' SIYASIY PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1. Cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka,
bersatu, adil dan makmur sejahtera Iahir dan batin, bermartabat dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain di
dunia, serta mampu mewujudkan suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju
tercapainva kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial dan menjamin
terpenuhinya hak asasi manusia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

2. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, wujud dari bangsa yang dicitakan itu adalah masyarakat yang terjamin hak

asasi kemanusiaannya, yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan
keterbukaan bersumber pada hati nurani (as-shidqu), dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu
memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi (al-amanah wa al-wafa-u bi al-ahdfi), bersikap dan
bertindak adil datam segala situasi (al-'adalah), tolong menolong dalam kebajikan (al-fa‘awun) dan konsisten
menjalankan ketentuan yang teiah disepakati bersama (alistigomah) musyawarah dalam menyelesaikan
persoalan sosial (al-syuro} yang menempatkan demokrasi sebagai pilar utamanya dan persamaan
kedudukan seiap warga negara di depan hukum (amusawa) adalah prinsip dasar yang harus selalu
ditegakkan.
Dalam mewujudkan apa yang selalu dicita-citakan tersebut, misi utama yang dijalankan Partai Kebangkitan
Bangsa adalah tatanan masyarakat beradab yang sejahtera lahir dan batin, yang sefiap warganya mampu
mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaannya. Yang meliputi, terpeliharanya jiwa raga, terpenuhinya
xemerdekaan, terpenuhinya hak-hak dasar manusia seperti pangan, sandang dan pangan, hak atas
penghidupan/periindungan pekerjaan, hak mendapatkan keseiamatan dan bebas dari penganiayaan (hifdzu
al-Nafs), terpeliharanya agama dan larangan adanya larangan adanya pemaksaan agama (hifdzu al-din),
terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebasan berekspresi serta berpendapat (hifdzu al-aql), terpeliharanya
keturunan, jaminan atas perlindungan masa depan generasi penerus (hifdzu al-nasf) dan terpeliharanya harta
benda (hifdzu al-mal). Misi ini ditempuh dengan pendekatan amar ma'ruf nahi munkar yakni menyerukan
kebajikan serta mencegah segala kemungkinan dan kenyataan yang mengandung kemunkaran.

3. Penjabaran dari misi yang diemban guna mencapai terwujudnya masyarakat yang dicitakan tersebut fidak
bisa fidak harus dicapai melalui keterlibatan penetapan kebijakan publik. Jalur kekuasaan menjadi amat
penting ditempuh dalam proses mempengaruhi pembuatan kebijakan publik melalui perjuangan
pemberdayaan kepada masyarakat lemah, terpinggirkan dan tertindas, memberikan rasa aman, tentram dan
terlindungi terhadap kelompok masyarakat minoritas dan membongkar sitem politik, ekonomi, hukum dan
sosial budaya yang memasung kedaulatan rakyat. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, upaya mengartikutasikan
garis perjuangan pofitknya dalam jalur kekuasaan menjadi hal yang niscaya dan dapat
dipenanggungjawabkan.

4. Partai Kebangkitan Bangsa sadar dan yakin bahwa kekuasaan itu sejatinya milik Tuhan Yang Maha Esa.
Kekuasaan yang ada pada diri manusia merupakan tiipan dan amanat Tuhan yang diifipan kepada manusia
vang oleh manusia hanya boleh diberikann pada pihak fain yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk
mengemban dan memikuinya. Keahfian memegang amanat kekuasaan itu mensaratkan kemampuan
menerapkan kejujuran, keadilan dan kejuangan yang senantiasa memihak kepada pemberi amanat.

5. Dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kekuasaan yang bersifat
demikian itu harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka menegakkan nilai-nilai agama yang

hhhhhh
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dipergunakan untuk memperjuangkan pemberdayaan rakyat agar mampu menyelesaikan persoalan hidupnya
dengan lebih maslahat Partai Kebangkitan Bangsa berketetapan bahwa kekuasaan yang hakekatnya adalah
amanat itu harusiah dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan dapat dikoniroi pengelolaannya
oleh rakyat. Kontrol terhadap kekuasaan itu hanya mungkin dilakukan manakala kekuasaan itu tidak tak
terbatas dan tidak memusat disatu tangan, serta berada pada mekanisme sistem yang institusionalistik, bukan
bertumpu pada kekuasaan induvidualistik, harus selalu dibuka ruang untuk melakukan kompefisi kekuasaan
dengan perimbangan kekuasaan sebagai arena mengasah ide-ide perbaikan kualitas bangsa dalam arti yang
sesungguhnya. Pemahaman atas hal ini tidak hanya berfaku saat memandang kekuasaan dalam tatanan
kenegaraan, melainkan juga harus terefleksikan dalam tubuh internal partai.

6. Partai Kebangkitan Bangsa menyadari bahwa sebagai suatu bangsa pluralistik yang terdiri dari berbagai
suky, agama dam ras, tatanan kehidupan bangsa Indonesia harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai
Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dal permusyawaratan/perwakilan dan keadilan bagi seluruh rakyat
Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut haruslah dijiwai dengan sikap mengembangkan hubungan
tali persaudaraan antar sesama yang terikat dengan ikatan keagamaan (ukhuwah diniyah), kebangsaan
{ukhuwah wathoniyah), dan kemanusiaan (ukhuwah insaniyah), dengan selalu menjunjung tinggi semangat
akomodatif, koperatif dan integratif, tanpa harus saling dipertentangkan antara sesuatu dengan yang lainnya.

7. Partai Kebangkitan Bangsa bercirikan humanisme religius {insaniyah diniyah), amat peduli dengan nilai-nilai
kemanusiaan yang agamis, yang berwawasan kebangsaan. Menjaga dan melestarikan tradisi yang baik serta
mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik untuk ditradisikan menjadi corak perjuangan yang ditempuh
dengan cara-cara yang santun dan akhlak karimah. Partai adalah ladang persemaian untul mewujudkan
masyarakat beradab yang dicitakan, serta menjadi sarana dan wahana sekaligus sebagai wadah kaderisasi
kepemimpinan bangsa. Partai dalam posisi ini berkehendak untuk menyerap, menampung, merumuskan,
menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna menegakkan hak-hak rakyat dan menjamin
pelaksanaan ketatanegaraan yang jujur, adil dan demokratis.

8. Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai terbuka dalam pengertian lintas agama, suku, ras, dan lintas
golongan yang dimanifestasikan dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan
kepemimpinan. Partai Kebangkitan Bangsa bersifat independen dalam pengertian menoiak segala bentuk
kekuasaan dari pihak manapun yang bertentangan dengan tujuan didirikannya partai.

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PERJUANGAN {GBPP)
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

. PENDAHULUAN

Untuk menjadikan sebuah partai politk menjadi partai yang besar dan didukung secara luas oleh rakyat, maka
selain harus memiliki platform ideologi yang jelas, kemampuan mengelola isu poliik secara cermat, kemampuan
lobi yang tinggi dan kemampuan berwacana di tengah publik, partai yang bersangkutan juga dituntut untuk
memiliki program kerja yang jelas dan menyentuh kebutuhan rakyat banyak sekaligus mampu mereaiisasikan
program tersebut secara kongkret.

Berkaitan dengan realisasi platform ideologi diperiukan manajemen politik dan pengorganisasian partai serta
kemampuan melaksanakan program kerja yang baik dan didukung oleh kultur dan kualitas pimpinan partai yang
memadai. Apalagi sebagai partai yang terbuka seperti PKB yang berpretensi menjadi partai semua warga
bangsa, maka berbagai kemampuan yang menjadi prasyarat bagi sebuah partai besar, terbuka dan modern
mengemban amanat dan missi partai.

Program kerja PKB ini di samping untuk meningkatkan kecerdasan, kesadaran dan kesejahteraan anggota
partai dan warga negara Indonesia secara keseluruhuan juga dalam upaya strategi pemenangan pemiiu 2004
mendatang. Kalau PKB ingin merebut hati rakyat maka sejak dini perjuangan partai meiaiui penerapan prgram
kerja periu segera diwujudkan. Ini merupakan bentuk kampanye pariai paling dasar dan paling besar
pengaruhnya dibanding kampanye formal yang waktunya sangat terbatas. PKB melalui Muktamar ldeologi ini
berusaha menyusun program kerja yang lengkap dan relevan bagi kebutuhan masyarakat banyak.

Adapun program kerja yang ditawarkan untuk jangka waktu fima tahun ke depan, yaitu perfama program kerja
vang berkaitan dengan konsolidasi partai, kedua berkaitan dengan kebutuhan konstituen dan ketiga, program



kerja yang berkaitan dengan pengembangan sistem nasional. Sedangkan rincian program tersebut sebagai
berikut :

l. KONSOLIDASI PARTAI

Untuk menjalankan berbagai misi dan program kerja yang beraneka ragam, maka pertama-tama partai dituntut

untuk lebih dulu solid di tubuh solid partai. Untuk kebutuhan tersebut ada beberapa program kerja yang perlu

segera dilaksanakan antara lain

1. Pendidikan kader secara sistematis, terencana dan berjenjang dalam bentuk pelatihan atau training-training
reguler dan pelibatan dalam kegiatan partai. Agar muncul kad=r-kader partai yang benar-benar mumpuni
dan militan. Hanya kader berkualitas ini yangdiharapkan mampu menjalankan program dan memajukan
partai di era modern yang kompetiif. Karena itu kaderisasi politk tidak lagi bisa secara alamiah, karena ini
prosesnya sangat fambat dan juga keberhasilannya susah diukur. Untuk mempercepat kaderisasi ini PKB
akan segera melaksanakannya fraining for frainer (latihan untuk pelatih) nasional yang akan melatih tenaga
inti bagi pelatihan kader di seluruh Indonesia.

2. Penggalangan dana. Untuk menunjang akfifitas partai dan untuk menciptakan kemandirian partai, maka
mutiak diperlukan adanya kemandirian dalam bidang dana. Karena itu periu dilakukan fund rising
{penggalangan danaj} malalui berbagai usaha, antara lain penggalangan dana melalui pemberiakuan iuran
anggota perlu dipikirkan sejak dini kemungkinan pembentukan endowment fund (dana abadi) agar PKB
bisa membiayai diri sendiri.

3. Pendataan dan pendaftaraan anggota partai. Program ini perlu dijalankan untuk menjaga keutuhan
pendukung partai saerta untuki memperlancar iuran anggota dan lebih penting lagi untuk memperkuat sens
of belonging (rasa kepemilikan) terhadap partai, maka periu segera dikeluarkan kartu anggota partai.

4 Membangun jaringan komunikasi baik cetak maupun elektronik untuk memperlancar komunikasi anfara
pimpinan pusat dengan pimpinan daerah dan antara pimpinan partai di daerah dengananggota atau
konstituen partai. Hal itu juga pening agar partai bisa merespon perkembangan sosial, politik secara cepat
dan merespon secara cepat agar hasilnya bisa segera disosialisasikan ke masyarakat.

5. Mengembangkan terfib administrasi partai. Kegiatan yang periu dilakukan untuk menunjang program ini
adalah kursus-kursus serta penataran administrasi perkantoran tata buku dan manajemen kesekretariatan.
Dengan pelaksanaan program tersebut diharapkan partai bisa solid, sehingga mampu melaksanakan
program kerja secara efektif dan mencapai sasaran.

Il. PENGEMBANGAN KONSTITUEN
Sebagaimana diutarakan dalam Naskah Deklarasi bahwa tujuan PKB adalah untuk menciptakan masvarakat
indonesi yang demokratis, adil, makmur, dan sejahtera. Cita-cita tersebut sangat relevan mengingat basis utama
konstituen PKB adalah masyarakat bawah, yang selam ini mengalami berbagai keterbelakangan dan
ketidakadilan secara stuktural. Maka untuk mencapai cita-cita tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk program
kerja yang menyentuh hajat hidup dan kebutuhan riil para konstituennya. Program kerja yang urgen untuk
dilaksanakannya adalah :

1. Pengorganisasian target grup, baik petani, nelayan, buruh dan lain sebagainya untuk menampung aspirasi
mereka. Sebab kelompok-kelompok ini selalu terabaikan dalam proses pembangunan, demikian juga akses
mereka ke informasi, sumber ekonomi dankekuasaan masih sangat lemah, maka disitu partai periu
mengorganisir kelompok tersebut untuk memperjuangkan kepentingannya. Keberhasilan pengorganisasian
ini dengan sendirinya akan bisa menarik mereka menjadi konstituen PKB.

2. Melakukan kerjasama dengan lembagalembaga swadaya masyarakat (LSM), pesaniren, organisasi
profesional dan sebagainya untuk peningkatan kemampuan ekonomi konstiftuen dan masyarakat pada
umumnya.

3. Memiasilitasi forum yang diperiukan oleh kalangan pemuda, kelompok hobi, paguyuban kesenian,
mahasiswa dan remaja, dengan membuat kegiatan seperti pertandingan clahraga, pentas seni, menggelar
diskusi, pameran kerajinan rakyat dan sebagainya. Agar mereka lebih mengenal dan menaruh simpati pada
partai.

4. Membentuk lembaga bantuan dan konsultasi, baik di bidang hukum, teknik usaha, pertanian, baik di bidang

permodalan, produksi maupun pemasaran dan lain sebagainya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat
bawah.



5. Membangun kesetaraan dan keadilan gender dengan membuka peluang sebesar-besarnya bagi kaum
perempuan untuk berkiprah dalam segala aspek kehidupan. Untuk bisa mengambil peran tersebut perlu
dibekali dengan berbagal pengetahuan dan ketrampilan teknis bak kepemimpinan, manajemen dan
ketrampilan usaha, kerajinan, usaha kecit dan lain sebagainya.

6. Pendidikan politk rakyat bawah. Ini bisa dilakukan melalui berbagai forum dan organisasi-organisasi
kelompok target grup vang telah terbentuk. Denagn demikian kesadaran mengenai hak sipil dan politik di
kalangan rakyat juga akan tumbuh, agar mereka bisa mempertahankan hak masing-masing.

IV. PENGEMBANGAN SiSTCM MANAJEMEN NASIONAL

Partai poliik merupakan infrastruktur politik nasional, karena itu partai politik mesti memiliki sikap, pandangan
dan program yang sistematis dan menyeluruh mengenai pengembangan sistem manajemen nasional, baik di
- bidang sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Dan semua partai terutama partai besar seperti PKB dituntut
untuk siap melaksanakan program pemerintah dan kenegaraan tersebut secara profesional dan
bertanggungjawab.

Sejak awal berdirinya PKB telah mendeklarasikan bahwa dinnya siap untuk mewujudkan sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bisa melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan bangse,
serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.

Adapun bentuk program kerja yang perlu dilaksanakan meliputi bidang sangat luas, meliputi program politik,
ekonomi, pendidikan, pengembangan hukum, lingkungan hidup hingga rekonsiliasi nasional, dengan rincian
sebagai berikut

A. Bidang Politik

Dalam situasi fransisional dari rezim otoriter ke sistem vang iebih demokratis seperti sekarang ini
perombakan sistem politk nasional merupakan pekerjaan yang tidak bisa dielakkan bila demokrasi ingin
segera ditegakkan dan pemerintahan yang adil bisa dilaksanakan. Mengingat seiama ini politik telah siplot
sebagai penopang rezim otoriter, maka agar sesuai tata nilai sistern demokrasi, maka resfrukturisasi politik
periu segera dilaksanakan. Hanya dengan pembangunan politik ini pembangunan di bidang yang lain
seperti ekonomi, hukum pendidikan dan sebagainya bisa dilaksanakan dengan baik, sebab tanpa
ditunjuang kekuatan politik, hambatan yang ada baik struktural maupun kultural sulit untuk dikikis. Di sini
tidak hanya diperiukan piifikcal will tetapi juga memeriukan political pressure.
Perubahan struktur politik ini tentu saja perlu segera disusul dengan perubahan perilaku atau kultur polifik
para aktornya, sebab kalau tidak perubzhan yang terjadi hanya formalitas, {etapi substansinya tetap tidak
terjadi perubahan. Bila hal itu terjadi maka demokrasi dan keadilan yang diharapkan tidak akan segera
terwujud. Sekarang ini memang merupakan saat yang paling menentukan, apabila sistem pemerintahan
yang demokrasi bisa ditegakkan, amak demokrasi akan bisa tumbuh di masa depan, fetapi bila kali ini gagal
demokrasi akan sulit ditumbuhkan sebab kekuatan otoriter akan segera muncul kembali mengambil alih
kekuasaan, sebab hingga saat ini kekuatan mereka masih cukup soiid. Karena itu pembangunan politik
perlu mendapatkan perhatian serius dari PKB, agar demokrasi dan kesejahteraan yang diupayakan bisa
segera ferwujud, karena itu dicanangkan beberapa progaram seperti berikut ini :

1. Pelembagaan politik. Sistem politik demokratis yang telah dibangun selama proses reformasi hingga ke
masa fransisi ini perlu segera dilembagakan dalam sistem dan kultur politik nasional, dan menjadi
fandasan semua organisasi politik, agar demokrasi yang tumbuh segera dikonsolidasi.

2. Melakukan penataan terhadap sistem ketatanegaraan agar hubungan antara lembaga legistatif,
eksekutif dengan yudikatif fidak tumpang findih daan ada distingsi yang tegas serta distribusi kerja
yang fegas pula, sebagaimana tertuang dalam frias politka. Agar arah kenegaraan tetap seimbang
karena masing-masing iembaga finggi negara tersebut bisa saling menopang dan saiing mengoniro.

3. Mendorong negara untuk segera bisa menciptakan keamanan dan keterfiban masyarakat
{Kamtibmas), dengan membanaun kepolisian vang profesional dan mandiri. Karena itu Polri harus
dimandirikan dari TNI, agar polisi bisa menjalankan fungsi sebagai penjaga Kamtibmas. Demikian juga
mendorong terbentuknya sistem jaringan Kamfibmas di kalangan masyarakat sendiri, agar sesama
warga negara safing menjaga keamanan.

4. Dalam kaiten itu PKB akan mndorong perubahan dokirin pertahanan negara dan dokirin ketentaraan
nasional, agar lebih sesuai dengan tertib sigii yang demokratis dan lebih manusiawi.
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5. Mengingat lemahnya komitmen partai-partai terhadap pengembangan demokrasi dan masa depan
Indonesia, maka PKB perlu memperkuat aliansi dengan kalangan pro-demokrasi baik kalangan LSM,
gerakan mahasiswa maupun pusat-pusat studi dan ormas.

6. Dengan berkembangnya wacana dan perilaku politik yang tidak sehat dan mengarah pada anarkhisme
polik dan korup kekuasaan terutama di kalangan elit politik beiakangan ini, maka PKB periu
memberikan wacana dan perilaku politik yang sehat sesuai dengan kultur demokrasi sebagaimana
dirumuskan bersama dalam bentuk konstitusi. ini penting untuk mengakhiri situasi yang serba
transisional.

7. Untuk mengatasi anarkhisme politik ini perlu membentuk kaukus nasional, yang terdiri dari elemen
poliik yang benar-benar memiliki komitmen demokrasi dan keindonesiaan yang kuat. Usaha ini
strategis untuk membentuk Indonesia yang sejahtera dan menepis bentuk-bentuk primordialisme dan
egoisme kelompok.

Mempelopori gerakan untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang saat
ini sedang menghadapi tantangan disintegrasi, baik karena rasa ketidakadilan rezim masa lalu,
maupun memang ada keinginan untuk menguasai sumberdaya alam dan aset-aset ekonomi lain
yang ferdapat di wilayah tersebut. Selanjutnya juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga
keutuhan NKRI dengan cara-cara demokratis dan berperikemanusiaan.

o

B. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia
Untuk menciptakan tertib kehidupan modern yang aman dan sejahtera, maka kepastian hukum mest
ditegakkan. Tetapi kenyalaan sekarang ini bertolak belakang, hukum hanya sebagai alat pefindung
kekuasaan dan sekaligus sebagai belenggu bagi masyarakat, karena hukum tidak lagi mengabdi pada
keadilan, melainkan hanya melayani kepentingan elite yang mampu membelinya. Ketidakpastian hukum
tersebut terbukt telah mengacaukan tata kehidupan baik sosial, polifk dan termasuk dalam bidang
ekonomi. Karena itu dalam menciptakan kehidupan yang modern adil dan beradab supremasi dan
kepastian hukum perlu ditegakkan. Namun sebelum hukum berstatus suprime, maka hukum dan
perundangan yang periu ada perlu direvisi dan diamandemen agar hukum kembali mengandung keadifan.

Untuk itu perlu dilaksanakan program pengembangan hukum sebagai berikut :

1. Untuk menciptakan kepastian hukum perlu melakukan amandemen terhadap pasal-pasal dalam UUD
45 yang menghambat perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam kattan itu PKB akan
melakukan serangkaian kegiatan seminar, pengkajian dan kegiatan lainnya untuk menujang
pemisahan tiga pilar kekuasaan; legisiatif, eksekutif dan yudikatif.

2. Mereview semua produk hukum dan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD 45,
karena itu PKB mendukung peninjauan ulang terhadap berbagai Tap MPRSMPR, serta berbagai
Keppres yang jelas-jelas melanggar Hak Asasi Manusia.

3. Terlibat akfif dalam memproduk hukum yang materi dan prakteknys berpihak pada rakyat banyak
dengan prinsip persamaan semua warga negara di depan hukum.

4. Memantau semua produk hukum nasional, agar hukum tetap berprinsip pada keadilan untuk semua
warga negara. Bukan sebagai sarana yang mengabdi untuk kepentingan kalangan elit tertentu.

5. Mendorong terbentuknya peradilan yang mandiri yang terbebas dari intervensi pemerintah, pemilik
modal atau kelompok oligarkhi. Agar hukum tetap menjaga keadilan dan keseimbangan semua warga
negara tanpa diskriminasi. Langkah ini penting untuk menegakkan kepastian hukum yang menajdi
prasyarat bagi pembangunan ekonomi dan sebagainya. Karena itu PKB akan melakukan monitoring
pelaksanaan peradilan dan mengadakan kajian dan seminar untuk menunjang terselenggaranya
peradilan yang bebas mandiri.

Menggaiakkan sostalisasi kesadaran hukum, sebab dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat,

sering  masyarakat melakukan tindekan anarkhi, karena tidak ada parameter yang dijadikan acuan
bersama. Terjadinya kerusuhan sosial den konfik horisontal menunjukkan rendahnva tingkat
kesdaran hukum tadi. Karena itu dalam membangun politk ke depan, pembangunan hukum
merupakan prasyarat penting yang harus diutamakan. Untuk menunjang pregram ini PKB aken
membuat brosur, ieafiet dan sebagainya, tentang hak-hak hukum warganegara
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Nama

Tempat tgl lahir
Alamat

Jumlah Saudara

Anak Ke

Riwayat pendidikan

Tingkat Dasar
Tingkat SLTP
Tingkat SLTA

Perguruan Tinggi

Nama orang tua
Nama Ayah
Pekeriaan
Alamat

Nama Ibu
Pekerjaan

Alamat

Curriculum Vittai

: Muhamad Fuad Hasyim

- Jepara 17 November 1980
- Jalan Pemuda 94 lepara
-5

- Satu

: Madrasah Ibtidaiyyah, Saripan

: SMP Alma'arif, Krapyak

: Madrasah Aliyah Ali Maksum, Krapyak
: IAIN Sunan Kalijaga, Sapen

- H A Mudzakir Djauhari

: Wiraswasta

: 11 Pemuda 94 Jepara

: Hj. Asfiyah

- Tbu Rumah Tangga

- J1 Pemuda Belakang DPRD Saripan Jepara
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